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ABSTRAK 
Andi Fauziah Nurul Utami (B11109140). Analisis Hukum Kedudukan 
TAP MPR RI Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, dibimbing 
oleh Bapak Achmad Ruslan selaku pembimbing Idan Bapak Anshori 
Ilyas selaku pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tentang 
pemaknaan ranah kedudukan TAP MPR RI di dalam hierarki peraturan 
perundang-undangan berdasarkan pasal 7 ayat 1 (a) Undang-Undang No. 
12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan dan menguraikan 
implikasi yuridis yang dapat timbul akibat dimasukkannya kembali TAP 
MPR RI dalam hierarki peraturan perundang-undangan. 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dengan dua 
cara yaitu penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan 
(field research). Data yang diperoleh dianalisis dan disajikan secara 
deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian kepustakaan 
menunjukkan: 1) Berdasarkan salah satu asas perundang-undangan 
bahwa Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi akan 
mempunyai kedudukan lebih tinggi maka TAP MPR secara teoritis akan 
lebih cocok setara dengan Undang-Undang, bukan setingkat di atas 
Undang-Undang. Karena keanggotaan MPR terdiri dari DPR dan DPD 
yang merupakan representatif dari rakyat, karena dipilih langsung oleh 
rakyatTetapi kemudian setelah berlakunya Undang-undang Nomor 12 
Tahun 2011, TAP MPR kembali dimasukkan dalam hierarkhi perundang-
undangan yang secara otomatis dapat menjadi rujukan dalam 
pembentukan Undang-undang atau kemudian dapat menjadi alat uji jika 
bertentangan dengan TAP MPR. 2)implikasi yuridis yaitu status hukum 
dari TAP MPR itu sudah kuat karena di dalam Undang-Undang No. 12 
Tahun 2011, Pasal (7) butir a, sebagai salah satu jenis peraturan 
perundang-undangan. Maka TAP MPR berada dibawah Undang-Undang 
Dasar dan berada diatas Undang-Undang, Perpu, atau peraturan 
perundang-undangan yang lainnya berarti TAP MPR harus dirujuk dalam 
pembuatan Undang-Undang. 
Berdasarkan hasil penelitian Penulis merumuskan saran sebagai 
berikut: 1) Seyogyanya TAP MPR yang masih berlaku sekarang ini di 
dorong ke Program Legislasi Nasional (PROGLENAS) untuk dijadikan 
atau ditransformasikan kedalam undang-undang agar supaya tidak lagi 
menimbulkan multitafsir oleh berbagai pihak. 2) Harus ada lembaga yang 
berwenang untuk menguji ketetapan MPR RI jika bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hal ini 
untuk menghindari agar tidak terjadi kekosongan hukum dan menjamin 
keadilan substansif. Maka Penulis merekomendasikan Mahkamah 
Konstitusi mengambil peran ini, karena Penulis melihat kapasitas 
Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi dan penegak 
konstitusi. 
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ABSTRACT 
 
Andi Fauziah Nurul Utami (B11109140). Legal Analysis of TAP MPR RI 
position on the hierarchy of Formulation on Regulatory Act, Advised by Achmad 
Ruslan as 1st Advisor and Anshori Ilyas as 2nd Advisor. 
This research intended to analyze the jurisdictional definition of TAP MPR RI 
position on the hierarchy of Formulation on Regulatory Act pursuant to article 
7(1)(a) UU No. 12 Tahun 2011 related to Regulatory Act and to overview the 
jurisdictional implication arise from TAP MPR RI reinforcement on Regulatory Act 
hierarchical line. 
Author collects data through library research and field research. 
Therefore data obtained were analyzed and served both in qualitative and 
descriptive way. 
Discussion and outcome of the research shown us: 1) theoretically 
speaking, TAP MPR RI pose equivalent position with UU and not above higher to 
UU. This based on the Legislation principle which held that the formulated 
Legislation made by higher authority would pose higher position to the 
Legislation.  Since MPR memberships comprise of DPR and DPD which 
originated and directly elected from society. As the UU No.12 Tahun 2011 came 
in force, TAP MPR was re-included onto the Regulatory Act hierarchy which 
automatically made it a referral on the UU formulation or subsequently become 
tools to test the compliance over TAP MPR. 2) Related to the jurisdictional 
implication, TAP MPR strong enough as it considered one of Regulatory Act 
under article 7(a) of UU No.12 Tahun 2011. In conclusion, TAP MPR sit a level 
below UUD and higher than UU, Perpu, other Regulatory Act. Therefore TAP 
MPR should referred on the formulation of Regulatory Act. 
Based on the research, Author formulates suggestions as follows; 1) TAP MPR in 
force should be endorsed to the National Legislation Program or transformed to 
UU to avoid further multi-interpretation. 2) A competence institution needed to 
test TAP MPR RI in case its contravene to UUD RI, this is to avoid legal lacuna 
and to guarantee the substantial justice. Author recommends Constitutional Court 
to take this part, as the Author acknowledged the Constitutional Court power as 
the escort of democracy and as the protector of constitution in Republic of 
Indonesia. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG   
Indonesia adalah Negara yang menganut tradisi hukum Eropa 
Kontinental  atau sering disebut dengan sistem hukum  civil law. Salah 
satu ciri utama dari sistem hukum civil law adalah pentingnya peraturan 
perundang - undangan  tertulis atau statutory law atau statutory 
legislations. Untuk mengatur penyelenggaraan Negara oleh lembaga - 
lembaga, membatasi  kekuasaan penyelenggara Negara, dan melindungi 
hak - hak warga Negara, sehingga dalam sistem civil law tentu dibutuhkan 
banyak peraturan perundang - undangan. Statutory Law dianggap 
memiliki kelebihan tersendiri yaitu:  (i) Legislation is both constitutive and 
abrogative, whereas precedent merely possesses constitutive efficacy; (ii) 
Legislation is not only a source of law, but is equally effective in 
increasing, amending, or annulling the exsting law. Precedent on the other 
hand, cannot abrogate the exsiting rule of law. (iii) Legislation allows an 
adventageous division of labour by deviding the two functions of making 
the law and administering it. This the results ini increase 
efficiency.Kelebihan lainya juga yaitu prinsip keadilan menghendaki agar 
hukum sudah lebih diketahui oleh umum, sebelum hukum itu ditegakkan 
oleh aparat penegak hukum dan diterapkan di Pengadilan.Kemudian 
legislasi dapat dibuat dalam rangka mengantisipasi kasus - kasus yang 
8 
belum terjadi.Oleh karena itu, keberadaan peraturan tertulis sangat mutlak 
adanya.1 
Di samping itu, Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum 
artinya meniscayakan  hukum menjadi pedoman/landasan oleh 
pemerintah dalam menjalankan pemerintahan Negara. Makna Negara 
hukum menurut Pembukaan UUD NRI 1945 tidak lain adalah Negara 
hukum dalam arti materil yaitu Negara yang melindungi segenap bangsa 
Indonesia seluruhnya, tumpah darah Indonesia  dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskn kehidupan bangsa dan ikut serta  
dalam menjaga perdamaian dunia berdasrkan kemerdekaan. Perdamaian 
abadi dan keadilan sosial, yang disusun dalam suatu UUD NRI Tahun 
1945 yang berdasarkan pancasila. Peranan peraturan perundang-
undangan dalam konteks Negara hukum yaitu untuk menjadi landasan 
bagi penyelenggaraan Negara dan sebagai pedoman untuk 
menyelenggarakan pemerintahan baik di Pusat berupa undang-undang 
dan di daerah berupa peraturan daerah, serta untuk menyelesaikan  
masalah-masalah sosial kemasyarakatan.  Penyelenggaraan suatu 
pemerintahan tanpa suatu aturan atau aturannya dibuat sendiri, dan 
membiarkan masyarakat menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan 
secara sendiri-sendiri yang berarti tanpa pedoman atau aturan/patokan 
berupa produk hukum, maka yang terjadi adalah ketidakteraturan dalam 
kehidupan masyarakat dan Negara.Inilah alasan keberadaan produk 
hukum berbentuk peraturan perundang-undangan.Peraturan perundang-
                                                           
1
Jimly asshiddiqie. 2010. Perihal Undang-Undang. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 10 
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undangan yang dibutuhkan adalah peraturan yang berkarakter akomodatif 
terhadap tuntutan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat dalam 
rangka mewujudkan Negara hukum yang demokratis atau sering juga 
disebut Negara kesejahteraan modern.2 
Setiap produk peraturan perundang - undangan Negara Republik 
Indonesia yang berdasarkan UUD NRI 1945, haruslah memuat hal-hal 
berikut sebagai cerminan dari Pancasila sesuai dengan Pasal 2 UU No.12 
Tahun 2011 yang menyatakan, “Pancasila merupakan sumber dari segala 
sumber hukum Negara” :  
1. Mencerminkan religiusitas kebertuhanan segenap warga 
Negara melalui keyakinan segenap warga terhadan Tuhan Yang 
Maha Esa 
2. Mencerminkan prinsip - prinsip humanitas yang berkeadilan dan 
berkeadaban 
3. Menjamin dan memperkuat prinsip nasionalitas kebangsaan 
4. Memperkuat nilai - nilai sovereinitas kerakyatan 
5. Melembagakan upaya untuk membangun sosialitas yang 
berkeadilan. 
 Peraturan perundang - undangan yang secara ketatanegaraan baru 
diangkat derajatnya sebagai sebagian dari tata susunan peraturan 
perundang - undangan di Indonesia berdasarkan TAP MPR No 
III/MPR/1999. Selanjutnya berdasarkan UU Pembentukan peraturan 
                                                           
2
 Acmad, Ruslan. 2011. Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
di Indonesia. Yogyakarta : Rangkang Education. Halaman 3-4 
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perundang - undangan juga menetapkan hierarki peraturan perundang - 
undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011) yaitu:  
• UUD NRI 1945 
• Ketetapan MPR 
• UU/Perpu 
• PP 
• Peraturan Presiden  
• Peraturan Daerah Provinsi; dan 
• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan  
Staatsgrundgesertz atau Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara. 
Seperti halnya Batang Tubuh UUD 1945, ketetapan MPR ini juga berisi 
Garis - Garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan Negara, sifat norma 
hukumya masih secara garis besar, dan merupakan norma hukum tunggal 
dan tidak dilekati oleh norma hukum sekunder.3 
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terdiri 
atas Pembukaan dan Batang Tubuhnya maupun ketetapan MPR tidak 
termasuk dalam Peraturan Perundang-undangan, tetapi termasuk 
kedalam staatfundamentalnorm dan staagrundgesetz sehingga 
menempatkan keduanya kedalam jenis Peraturan Perundang-undangan 
adalah sama dengan menempatkanya terlalu rendah. Undang - Undang 
                                                           
3
 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya, 
Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2008,hlm.48-54 
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Dasar dan Ketetapan MPR pada hakikatnya tidak dapat digolongkan 
kedalam Peraturan Perundang - undangan karena mengandung jenis 
norma yang lebih tinggi dan berbeda daripada norma yang terdapat pada 
Undang - Undang.  Jadi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Merupakan putusan Majelis Permusyawaran Rakyat 
sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan kedalam sidang - 
sidang Majelis Permusyawaran Rakyat. 
Produk lembaga MPR dapat digolongkan sebagai berikut:4 
1. Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003, Pasal 1 TAP 
MPRS/TAP MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 
yang terdiri 8 (delapan) TAP, yaitu: 
• Ketetapan MPRS RI Nomor X/MPRS/1966 tentang 
Kedudukan Semua Lembaga-Lembaga Negara Tingkat 
Pusat Dab Daerah Pada Posisi Dan Fungsi Yang Diatur 
Dalam Undang - Undang Dasar 1945 
• Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/1973 tentang 
Kedudukan Dan Hubungan Tata- Kerja Lembaga 
Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga - 
Lembaga Tinggi Negara 
• Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR.1973 tentang 
Keadaan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik 
Indonesia Berhalangan 
                                                           
4
 Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Bahan Tayangan Materi Sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 dan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Sekretarian Jendral MPR RI 
2012, hal 54. 
12 
• Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1978 tentang 
Kedudukan Dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi 
Negara dengan/atau Antar Lembaga - Lembaga Tinggi 
Negara 
• Kertetapan MPR RI Nomor III/MPR/1988 tentang 
Pemilihan Umum 
• Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang 
Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden 
Republik Indonesia 
• Ketetapan MPR RI Nomor XIV/MPR/1998 tentang 
Perubahan Dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis 
Permusyawaran Rakyat Republik Indonesia Nomor 
III/MPR/1998 tentang Pemilhan Umum 
• Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak 
Asasi Manusia 
Kedelapan TAP tersebut telak berakhir masa berlakunya 
dan/atau telah diatur di dalam Undang - Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2. Ketatapan MPR RI Nomor I/MPR/2003, Pasal 2 TAP 
MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan 
ketentuan. Dalam hal ini ada 3(tiga) TAP yaitu:5 
• Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 tentang 
Pembubaran Partai Politik Komunis Indonesia, 
                                                           
5
Ibid, 55 
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Pernyataan Sebagai  Organisasi Terlarang Di Seluruh 
Wilayah Negara Republic Indonesia Bagi Partai Komunis 
Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk 
Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran 
Komunisme /Marxixme-Leninisme.(tetap berlau dengan 
ketentuan: seluruh ketentuan dalam Ketetapan MPRS RI 
Nomor XXV/MPRS 1966 ini, ke depan diberlakukan 
dengan BERKEADAILAN dan MENGHORMATI HUKUM, 
PRINSIP DEMOKRASI dan HAK ASASI MANUSIA. 
• Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik 
Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.(tetap 
berlaku dengan ketentuan: pemerintah berkewajiban 
mendorong keberpihakan poltik ekonomi yang lebih 
memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan 
ekonomi, usaha kecil menegah, dan koperasi sebagai 
pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya 
pembangunan nasional dalam rangka demokrasi 
ekonomi sesuai dengan hakikat Pasal 33 UUD NRI 
Tahun 1945) 
• Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999 Tentang 
Penentuan Pendapat di Timor Timur. (tetap berlaku 
dengan ketentuan: ketetapan ini tetap berlaku sampai 
terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 
Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999.( karena masih 
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adanya masalah-masalah kewarganegaraan, 
pengungsian, pengembalian asset Negara, dan hak 
perdata perseorangan) 
3. Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003, Pasal 3 TAP 
MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 
terbentuknya pemerintahan hasil pemilu 2004. Dalam hal ini ada 
8(delapan) TAP, yaitu:6 
• Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-
Garis Besar Haluan Negara Tahun  1999-2004 
• Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang 
Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan 
Otonomi Daerah 
• Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2000 Tentang 
Laporan Tahunan Lembaga - Lembaga Tinggi Negara 
Pada Siding Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Tahun 2000 
• Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2001 tentang 
Penetapan Wakil Pesiden Republic Indonesia Megawati 
Soekarno Putri Sebagai Presiden Republik Indonesia 
• Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2001 tentang 
Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia 
• Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan 
Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
                                                           
6
 Ibid, 59 
15 
Republic Indonesia Oleh Lembaga Tinggi Negara Pada 
Siding Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Tahun 2001 
• Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2002 tentang 
Rekomendasi Kebijakan Untuk Mempercepat Pemilihan 
Ekonomi Nasional 
• Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2002 tentang 
Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR, 
BPK, MA Pada Sidang Tahunan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republic Indonesia. 
Kedelapan TAP tersebut tidak berlaku kerena 
pemerintahan hasil pemilu 2004 telah terbentuk. 
4. TAP MPRS/TAP MPR, Pasal 4 yang dinyatakan tetap berlau 
sampai dangan terbentuknya undang - undang. Dalam hal ini 
ada 11(sebelas) TAP, yaitu:7 
• TAP MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang 
pengangkatan pahlawan ampere 
• TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan 
Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan 
nepotisme 
• TAP  MPR Nomr XV/MPR/1998 tentang 
penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan, 
pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional 
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yang berkeadilan; serta perimbangan keuangan pusat 
dan daerah dalam  kerangka Negara kesatuan republik 
Indonesia. 
• TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang sumber hukum 
dan tata urutan peraturan perundang - undangan 
• TAP MPR Nomor/MPR/2000 tentang pemantapan 
persatuan dan kesatuan nasional 
• TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan 
tentara nasional Indonesia dan kepolisian Negara 
republik Indonesia 
• TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang peran tentara 
nasional Indonesia dan peran kepolisian  Negara republik 
Indonesia 
• TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan 
berbangsa 
• TAP MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang visi Indonesia 
masa depan 
•  Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang 
rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan 
pencegahan KKN 
• Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 tentang pembaruan 
agrarian dan pengelolaan sumber daya alam. 
5. Pasal 5, TAP MPR yang dinyatakan masih berlaku sampai 
dengan ditetapkanya peraturan tata tertib yang baru oleh MPR 
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hasil pemilu 2004. Kelima TAP MPR yang terdapat di dalam  
Pasal 5 tentang Peraturan Tata Tertib MPR, yaitu:8 
• TAP MPR No.II/MPR/1999 
• TAP MPR No.I/MPR/2000 
• TAP MPR No.II/MPR/2000 
• TAP  MPR No.V/MPR/2001 
• TAP MPR No.V/MPR/2002 
 
TAP ini dinyatakan sudah tidak berlaku lagi karena telah 
terbentuknya peraturan tata tertib MPR hasil Pemilu 
2004. 
6. Pasal 6, TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tidak perlu lagi 
dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat 
final(Einmalig), telah dicabut, maupun telah selesai 
dilaksanakan. Ketetapan di dalam Pasal ini berjumlah 104 
ketetapan. 
Kedudukan MPR sebelum peubahan UUD 1945 yaitu MPR 
adalah pejelmaan seluruh rakyat dan merupakan lembaga 
tertinggi Negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya 
kedaulatan rakyat.Sesudah perubahan UUD 1945 MPR adalah 
lembaga permusyawaran rakyat yang berkedudukan sebagai 
lembaga Negara. 
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Tugas dan Wewenag MPR yaitu:9 
Sebelum perubahan UUD 1945 
a. Menetapkan dan mengubah UUD 1945 
b. Menetapkan GBHN 
c. Memilih & mengangkat Presiden & Wapres 
d. Membuat putusan  yang tidak dibatalkan oleh Negara lainya 
e. Memberikan penjelasan/penafsiran terhadap putusan MPR 
f. Meminta pertanggungjawab Presiden 
g. Memberhentikan Presiden. 
Sesudah perubahan UUD 1945 
a. Mengubah dan menetapkan UUD 
b. Melantik Presiden dan Wapres 
c. Memberhentikan Presiden dan Wapres dalam masa jabatanya 
menurut UUD 
d. Melantik Wapres menjadi Presiden apabila Presiden berhenti, 
diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibanya. 
e. Memilih dan melantik wakil presiden apabila terjadi kekosongan 
jabatan Wapres. 
                                                           
9
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f. Memilih dan melantik Presiden dan Wapres apabila keduanya 
berhenti secara bersamaan. 
 Berdasarkan fakta diatas penulis tertarik untuk menbahas dan 
melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Hukum Mengenai 
Kedudukan TAP MPR RI dalam Hierarki Pembentukan Peraturan 
Perundang - undangan” 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang dan judul yang akan diteliti maka 
penulis memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana kedudukan TAP MPR RI dalam hierarki 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
2. Bagaimana implikasi yuridis kedudukan TAP MPR RI dalam 
hierarki Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
C. Adapun Tujuan Dan Kegunaan Penulisan  
1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan TAP MPR RI dalam 
hierarki Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
2. Untuk mengetahui Bagaimana implikasi yuridis kedudukan TAP 
MPR RI dalam hierarki Pembentukan Peraturan Perundang - 
undangan 
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Adapun kegunaan dari penulisan ini yaitu: 
1. Sebagai sarana dan bahan rujukan untuk memberikan 
gambaran tentang kedudukan TAP MPR RI dalam hierarki 
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan 
2. Sebagai cakrawala pengetahuan yang bersifat inovatif bagi 
penulis dalam hal penelitian dan penulisan ilmiah terutama 
dalam wacana hukum tata negara. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Ketetapan Mejelis Permusyawartan Rakyat (TAP-MPR) 
a. Pengertian 
Ketetapan Majelis Permusyawaran Rakyat adalah  putusan 
Majelis: 
1. Berisi hal-hal yang bersifat penetapan(beschikking); 
2. Mempunyai kekuatan hukum mengikat kedalam dan keluar. 
Sebagaimana diatur dalam ketetapan MPR RI Nomor 
1/MPR/2003 tentang peninjaun terhadap materi dan status 
hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI Tahun 1960 
sampai dengan 2002; 
3. Menggunakan nomor putusan Majelis. 
Dalam perjalanan waktu antara tahun 1960 sampai dengan tahun 
2002, MPRS/MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara pelaksana 
sepenuhnya kedaulatan rakyat telah mengeluarkan ketetapan-ketetapan 
yang menurut sifatnya mempunyai cirri - ciri yang berbeda. 
 Ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang ada dapat ditemukan 
beberapa jenis materi yang termuat di dalamnya sebagai berikut: 
1) Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
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yang bersifat mengatur sekaligus memberikan tugas kepada 
Presiden. 
Contoh: Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan 
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. 
2) Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan 
Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
yang bersifat penetapan (beschikking). 
Contoh: Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil 
Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. 
3) Ketetapan Majelis Pemusyaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan 
Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat 
mengatur kedalam (interneregelingen) 
Contoh: Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1978 tentang Peraturan Tata 
Tertib MPR. 
4) Ketetapan Majelis Pemusyaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan 
Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat 
deklaratif 
Contoh: Ketetapan MPRS Nomor VII/MPRS/1965 tentang “GESURI” 
“TAVIP The Fifth Freedom is ous Weapon” dan “The Era of Confrontation” 
sebagai Pedoman-pedoman Pelaksanaa Manifesto Politik Republik 
Indonesia. 
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5) Ketetapan Majelis Pemusyaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan 
Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat 
rekomendasi 
Contoh: Ketetapan MPR RI Nonor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi 
Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme. 
6) Ketetapan Majelis Pemusyaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan 
Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat 
perundang - undangan. 
Contoh: Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara 
Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang dilakukan MPR dari tahun 1960 sampai dengan tahun 
2002, di dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal I aturan tambahan, MPR ditugasi 
untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan 
MPRS dan ketetapan MPR untuk diambil putusan pada sidang MPR 
Tahun 2003.  
 Perubahan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang telah dilaksanakan oleh Majelis Pemusyawaratan 
Rakyat sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang - Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa pula akibat yang 
cukup mendasar tentang kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga - 
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lembaga Negara dan lembaga pemerintahan yang ada, serta status 
berbagai aturan hukum yang selama ini berlaku dalam penyelenggaraan 
Negara. 
 Perubahan kedudukan, tugas dan wewenang MPR menurut 
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
telah diubah mengakibatkan hilangnya kewenangan MPR untuk 
membentuk Ketetapan - ketetapan MPR yang bersifat mengatur ke luar, 
seperti membuat Garis - Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Karena 
MPR tidak lagi membuat GBHN untuk dilaksanakan oleh Presiden maka 
Presidenlah yang mempersiapkan program kerjanya sesuai dengan 
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pasal 6A Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 menetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih 
dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, sehingga Presiden 
tidak lagi mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada MPR. 
 Perubahan kewenangan MPR dalam hal pembentukan Ketetapan 
MPR yang berlaku keluar membawa pula akibat perubahan pada 
kedudukan dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR 
dalam tata susunan (hierarki) Peraturan Perundang - undangan Republik 
Indonesia. 
 Dalam masa transisi berlakunya Undang - Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) ke masa 
berlakunya Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
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1945 (setelah perubahan), dan untuk melakukan “penyesuaian” terhadap 
segala perubahan yang terjadi, dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2003, 
sebagaimana tugas yang diamanatkan oleh Pasal I aturan Tambahan, 
Pasal I dan Pasal II Aturan Peralihan Undang - Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 maka MPR membentuk sebuah 
Ketetapan yaitu Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 yang berisi 
peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan - Ketetapan 
MPRS dan MPR dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. 
 Perubahan Keempat Undang - Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa perubahan Undang - 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mulai berlaku 
pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 10 Agustus 2002. Namun, pada 
saat itu masih terdapat sejumlah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR 
yang secara hukum masih berlaku.Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR 
yang secara hukum masih berlaku tersebut, kadang - kadang secara 
nyata tetap menjadi pedoman bagi masyarakat atau pun bagi pejabat 
dalam membentuk berbagai peraturan perundang - undangan dalam 
rangka menyelenggarakan pemerintahan Negara.Selain itu, terdapat juga 
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih diinginkan oleh 
masyarakat luas untuk dipertahankan eksistensinya. 
 Karena selama masa tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 
masih terdapat sebanyak 139 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang 
secara hukum masih berlaku. MPR melalui Panitia Ad Hoc II melakukan 
berbagai pengkajian dan analisis terhadap seluruh Ketetapan MPRS dan 
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Ketetapan MPR tersebut.Kajian dan Analisis tersebut kemudian 
ditetapkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 yang 
menempatkan seluruh Ketatapan MPRS dan Ketetapan MPR tersebut 
sesuai dengan materi dan status hukumnya. 
b. Proses Pembuatan 
1. Dasar Hukum Pembentukan 
 Dasar hukum pembentukan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 
yang utama adalah Pasal I Aturan Tambahan, Pasal I dan Pasal II Aturan 
Peralihan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang ditetapkan oleh MPR dalam Sidang Tahunan MPR pada bulan 
Agustus 2002. 
1) Pasal I Aturan Tambahan: 
“Majelis Pemusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan 
terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat tahun 2003” 
2) Pasal I Aturan Peralihan: 
“Segala peraturan perundang - undangan yang ada masih tetap berlaku 
selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. 
3) Pasal II Aturan Peralihan: 
“Semua lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk 
melaksanakan ketentuan Undang-Undang dasar dan belum diadakan 
yang baru menurut Undang - Undang Dasar ini”. 
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4) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002. 
5) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor III/MPR/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang 
Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Tahun 2003. 
2. Proses Pembentukan 
 Mekanisme pembentukan  Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 
diawali dengan inventarisasi dan peninjauan serta analisis terhadap pasal 
- pasal Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
secara keseluruhan sebelum dan sesudah dilakukan Perubahan. Setelah 
itu, dilakukan analisis dan sinkronisasi terhadap seluruh Ketetapan MPRS 
dan Ketetapan MPR yang masih berlaku, serta undang - undang yang 
diamanatkan oleh berbagai Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang 
masih berlaku. 
Peninjauan dan analisis terhadap pasal - pasal dalam Undang - 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dilakukan 
karena dengan Perubahan Undang - Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 terdapat sejumlah peristilahan yang harus 
disesuaikan atau terdapat berbagai perubahan yang berhubungan dengan 
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kedudukan, fungsi, dan wewenang yang dimiliki oleh setiap lembaga 
Negara atau lembaga pemerintahan. 
Proses pembentukan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 
dimulai dengan Pembentukan Panitia Ad Hoc I dan Panitia Ad Hoc II oleh 
Badan Pekerja MPR untuk menyiapkan Rancangan Ketetapan - 
Ketetapan MPR, Rancangan Keputusan - Keputusan MPR untuk diajukan 
dan dibahas dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2003.Dalam Sidang 
Tahunan MPR Tahun 2003 tersebut ditetapkanlah Ketetapan yaitu 
Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003. 
3. Mekanisme Pembentukan 
 Peninjauan terhadap seluruh Ketetapan MPRS dan Ketetapan 
MPR dilakukan dengan pengkajian dan analisis tentang  materi atau 
substansi yang dirumuskan dalam setiap Ketetapan MPRS dan Ketetapan 
MPR yang dibentuk antara tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, 
kemudian memisahkannya dalam kelompok - kelompok yang mempunyai 
kesamaan materi. Sementara itu, peninjauan terhadap status hukum 
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dilakukan dengan melakukan 
pengkajian dan analisis terhadap substansi yang terdapat dalam setiap 
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tersebut, kemudian 
menentukannya dalam kelompok - kelompok yang mempunyai kesamaan 
status hukum untuk mendapatkan kepastian tentang berbagai sifat norma 
yang terkandung didalamnya. 
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 Ditinjau dari sudut materi atau substansi norma hukum yang 
terdapat dalam Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dapat dibedakan 
sebagai berikut: 
a. Dari segi alamat yang dituju/diatur (adressat norm) dapat 
dibedakan antara yang bersifat individual dan yang bersifat umum. 
b. Dari segi hal yang diatur dapat dibedakan antara yang bersifat 
konkrit dan abstrak. 
c. Dari segi keberlakuannya dapat dibedakan antara yang bersifat 
final/sekali-selesai (einmalig) dan yang bersifat terus menerus 
(tetap berlaku dengan ketentuan). 
Berdasarkan peninjauan yang dilakukan, tidak semua Ketetapan 
MPRS dan Ketetapan MPR memiliki norma hukum yang sejenis untuk 
keseluruhan pasalnya dan juga sifat yang dimiliki Ketetapan tersebut. 
Dalam suatu Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tidak jarang pasal - 
pasalnya merupakan campuran dari norma hukum yang bersifat 
pengaturan (regeling) dan norma hukum yang bersifat penetapan 
(beschikking). 
Dengan demikian pengelompokan Ketetapan MPRS dan Ketetapan 
MPR yang dilakukan peninjauan dari segi keberlakuannya juga 
mengandung makna dibatasi di samping yang bersifat final/sekali-selesai 
(einmalig) dan yang bersifat terus menerus (tetap berlaku dengan 
ketentuan). 
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Pengelompokan yang bersifat dibatasi adalah jika substansi dari 
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tersebut: 
• Telah berakhir masa berlakunya dan/atau materinya sudah 
diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 
• Berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil 
pemilihan umum Tahun 2004; 
• Tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang - undang; 
• Masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata 
Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia hasil pemilihan umum Tahun 2004. 
 
D. Keberlakuan 
1. Keberlakuan Filosofis 
Setiap norma hukum dikatakan  berlaku secara filosofis apabila norma 
hukum itu bersesuaian  dengan nilai - nilai filosofis yang dianut oleh suatu 
Negara. Seperti dalam pandangan Hans Kelsen  mengenai “gerund-norm” 
atau dalam pandangan Hans Nawiasky tentang “Staatsfundamentalnorm”, 
pada setiap Negara selalu ditentukan adanya nilai - nilai dasar atau nilai-
nilai filosofis tertinggi yang diyakini sebagai sumber dari segala sumber 
nilai luhur dalam kehidupan kenegaraan.10 
                                                           
10
 Jimly Ashiddiqie dan Muchmad Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang hukum, Jakarta:Konstitusi 
Press,2006. 
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 Untuk hal ini, nilai - nilai filosofis Negara Republik Indonesia 
terkandung dalam Pancasila sebagai “staatsfundamentalnorm”. Di dalam 
rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai - nilai religiusitas 
Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas Kemanusian  yang adil dan 
beradab, nasionalitas kebangsaaan  dalam ikatan kebhineka tunggal 
ikaan, soverenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap 
rakyat Indonesia. Tidak satupun dari kelima nilai - nilai filosofis tersebut 
yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang 
terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang - 
undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2. Keberlakuan Yuridis 
Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan 
daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari 
pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis suatu norma 
hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang (i) 
ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih 
superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen 
dengan teorinya “ Stuffenbau Theorie des recht”11, (ii) ditetapkan mengikat 
atau berlaku karena menunjukan hubungan keharusan antara suatu 
kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann12, 
(iii) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan 
                                                           
11
Lihat Stuffenbau Theorie” yang dikembangan oleh Hans Kelsen. Kelsen, Op Cit. 
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 J.H.A. Logemann(1954) dalam Purnadi Purbacaraka, Op. Cit.,hal.115-116 
32 
hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen13, dan (iv) 
ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang 
untuk itu. Jika ketiga criteria tersebut telah terpenuhi sebagaimana 
mestinya, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan 
memang berlaku secara yuridis. 
3. Keberlakuan Politis 
Suatu norma hukum dikatakan beralaku secara politis apabila 
pemeberlakunya itu memang didukung oleh factor-faktor kekuatan politik 
yang nyata (riele machtsfactoren). Meskipun norma yang bersangkutan 
didukung oleh lapisan akar rumput, sejalan dengan cita-cita filosofis 
Negara, dan memiliki landasan yuridis yang sangat kuat. Tetapi tanpa 
dukungan politik yang mencukup di parlemen, norma hukum yang 
bersangkutan tidak mungkin mendaptakan dukungan politik untuk 
diberlakukan sebagai hukum.  
4. Keberlakuan sosiologis 
Pandangan sosiologis mengenai keberlakuan ini cenderung lebih 
mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan 
beberapa pilihan criteria, yaitu (i) criteria pengakuan(recognition theory, (ii) 
kriteria penerimaan( reception theory), atau (iii) kriteria faktisitas hukum.  
Kriteria pertama menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur 
memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibanya untuk 
menundukan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan tidak merasa 
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Lihat pandangan W. Zevenbergen menegenai soal ini dalam bukunya yang terbit pada tahun 
1925, dalam Ibid.hal.114-115. 
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terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan  tidak 
dapat dikatakan berlaku baginya. Kriteria kedua pada pokoknya berkenan 
dengan kesadaran masyarakat yang bersangkutan untuk menerima daya-
atur, daya-ikat, dan daya-paksa norma hukum tersebut baginya. Inilah 
yang dijadikan dasar Christian Snouck Hurgronje menyatakan bahwah di 
Hindia Belandan dahulu yang berlaku adalah hukum adat, bukan hukum 
Islam.Menurutya kalaupun hukum Islam itu secara sosiologis dapat 
dikatakan berlaku, maka hal itu semata-mata disebabkan oleh kenyataan 
bahwah masyarakat hukum adat sudah merespiskasinya kedalam tradisi 
hukum adat masyarakat setempat14. 
Sedangkan kriteria ketiga menekankan pada kenyataan faktual 
(faktisitas hukum), yaitu sejauh mana norma hukum itu sendiri memang 
sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan nyata masyarakat. 
Meskipun suatu norma hukum secara yuridis formal memang berlaku, 
diakui  (recognized), dan diterima (received) oleh masyrakat sebagai  
sesuatu yang memang ada (exist) dan berlaku (valid), tetapi dalam 
kenyataan praktiknya sama sekali tidak efektif, berarti dalam faktanya 
norma hukum itu tidak berlaku. Oleh karena itu, suatu norma hukum baru 
dapat dikatakan berlaku secara sosiologis apabila norma hukum dimaksud 
memang berlaku menurut salah satu kriteria tersebut. 
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  Pendapat Christian Snouck Hurgrognje ini banyak ditentang oleh para sarjana hukum 
Indonesia, terutam oleh Prof. DR. Mr. Hazairin beserta murid-muridnya, seperti  Sayuti Thalib, 
Mohammad Daud Ali, dan sebagainya. Bahkan, sarjana Belanda sendiri seperti C. Van den Berg 
mempunyai pendapat yang sama  sekali berbeda dengan Snouck Hurgrognje mengenai soal ini 
yang dikenal  istilah teori“receptive in compelxu”. Sedangkan Hazairin dan Sayuti Thalib 
mengembangkan teori yang dikenal dengan  receptive a contrario”. Lihat Hazairin, Op. Cit 
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B. Kerangka Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan 
a. Teori Hierarki Norma Hukum (Stufentheorie) 
 Teori hierarki norma hukum dikemukakan oleh Hans Kelsen. 
Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang 
dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu 
norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma 
yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya norma yang tidak dapat 
ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar 
(Grundnorm). Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam 
sistem norma tersebut, tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih 
tinggi lagi tetapi norma itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat 
sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma yang 
berada dibawahnya.15 
 Masih menurut Kelsen, hukum merupakan norma yang dinamik, 
dimana hukum merupakan sesuatu yang dibuat suatu prosedur tertentu 
dan segala sesuatu yang dibuat melalui cara ini adalah hukum. Lebih 
jauh Kelsen menjelaskan tentang karakter khas dan dinamis dari hukum, 
yakni : 
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Beberapa penulis menyatakan bahwa teori hirarki norma dipengaruhi oleh teori Adolf Merkl, atau paling 
tidak Merkl telah menulis teori terlebih dahulu yang disebiut Juliae dengan Stairwell structure of legal order. 
Teori Merkl adalah tentang tahapan hukum, yaitu bahwa hukum adalah suatu sistem hirarkis, suatu sistem 
norma yang mengkondisikan dan dikondisikan dan tindakan hukum. Norma yang mengkondisikan berisi 
kondisi untuk pembuatan norma yang lain atau tidakan. Pembuatan hirarkis termanifestasi dalam bentuk 
regresi dari sistem ke sistem tata hukum yang lebih rendah. Proses ini selalu merupakan merupakan proses 
konkretisasi dan individualisasi. Lihat Jimly Assiddiqie & M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum 
(Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 109;  Maria Farida Indrati Soeprapto, Maria Farida Indrati Soeprapto, 
Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 1998 hlm. 25  
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“Hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu 
norma hukum menentukan cara untuk membuat suatu norma 
hukum lainnya, dan juga sampai derajat tertentu menentukan 
isi norma lainnnya tersebut....hubungan antara norma yang 
mengatur pembentukan norma dari norma lainnya 
digambarkan sebagai hubungan “superordinasi” ....kesatuan 
norma-norma ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pembentukan 
norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih 
tinggi, dan bahwa regressus ini diakhiri oleh suatu norma 
dasar, oleh karena menjadi dasar tertinggi validitas 
keseluruhan tata hukum, membentuk kesatuan tata hukum"16 
 Salah seorang murid Kelsen bernama Hans Nawiasky 
mengembangkan teori yang dikedepankan Kelsen. Nawiasky dalam 
bukunya berjudul Algemeine Rechtlehre mengemukakan bahwa sesuai 
dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari negara manapun 
selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, dimana norma yang dibawah 
berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma 
yang lebih tinggi berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih 
tinggi lagi, sampai pada norma yang lebih tertinggi yang disebut norma 
dasar. Tetapi Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu 
berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu 
juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan norma-norma 
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Hans Kelsen, Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif-Deskriftif, Rimdi Press, Jakarta, 
1995 hlm. 110-125 
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hukum dalam suatu negara itu menjadi 4 (empat) kelompok besar yang 
terdiri dari : 
Kelompok I : Staatfundamentalnorm (norma fundamental negara) 
Kelompok II : Staatgrundgesetz (aturan dasar/pokok negara) 
Kelompok III : Formell Gesetz (Undang-undang formal) 
Kelompok IV: Verordnung & Autonome Satzung (aturan pelaksana & 
aturan ortonom) 
 Staatfundamentalnorm menurut Nawiasky merupakan dasar bagi 
pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara 
termasuk norma pengubahannya. Hakekat hukum bagi suatu 
staatfundamentalnorm merupakan syarat bagi berlakunya konstitusi atau 
undang-undang dasar. Ia ada terlebih dahulu sebelum ada konstitusi atau 
undang-undang dasar. Selain itu Grundnorm atau staatfundamental norm 
tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dasar berlakunya sehingga kita perlu 
menerimanya sebagai sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan lagi, 
sebagai suatu hipotesis, sesuatu yang fiktif atau aksioma. Ini diperlukan 
untuk tidak menggoyahkan lapis-lapis bangunan tata hukum yang pada 
akhirnya menggantungkan atau mendasarkan diri kepadanya. 
 Staatgrundgesetz (aturan dasar negara/aturan pokok negara) 
merupakan kelompok norma hukum dibawah norma fundamental negara. 
Norma-norma dari aturan dasar negara masih bersifat pokok dan 
merupakan dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis 
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besar sehingga masih merupakan norma tunggal dan belum disertai 
norma sekunder. Di dalam setiap aturan dasar/pokok negara biasanya 
diatur hal-hal mengenai pembagian kekuasaan negara dipuncak 
pemerintahan, dan selain itu diatur juga hubungan antara lembaga-
lembaga tinggi negara serta diatur hubungan antara negara dengan warga 
negara. 
 Sementara Formell Gesetz (undang-undang) merupakan kelompok 
norma yang berada dibawah aturan dasar pokok negara. Norma dalam 
undang-undang sudah merupakan norma hukum yang bersifat konkrit dan 
terinci dan sudah dapat langsung berlaku dalam masyarakat. Norma 
hukum dalam UU sudah dapat mencantumkan norma-norma yang berisi 
sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi perdata. Selain itu UU berbeda 
dengan peraturan-peraturan lain, karena suatu UU merupakan norma-
norma hukum yang selalu dibentuk oleh suatu lembaga legislatif.17 
 Dan kelompok norma hukum yang terakhir adalah Verordnung und 
Autonome Satzung (peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom), 
peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom merupakan peraturan yang 
terletak dibawah UU yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam 
UU, dimana peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi, 
sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi. 
 Teori jenjang norma hukum yang dikemukakan Kelsen-Nawiasky 
mendapat kritik dari berbagai ahli hukum, dan oleh banyak ahli, Kelsen 
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Maria F.I. Soeprapto, Op. Cit hlm. 28-35 
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dikelompokkan kedalam aliran hukum yang bersifat Positivis, karena 
Kelsen ingin membersihkan ilmu hukum dari anasir-anasir non hukum, 
seperti sejarah, moral, sosiologi, politis dan sebagainya. Kelsen misalnya 
menolak dijadikan sebagai pembahasan dalam ilmu hukum. Bagi Kelsen 
keadilan adalah masalah ideologi yang ideal rasional. Kelsen hanya hanya 
ingin menerima hukum apa adanya, yaitu berupa peraturan-peraturan 
yang dibuat dan diakui oleh negara.18 
 Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya persamaan dan 
perbedaan antara teori jenjang norma (Stufentheorie) dari Hans Kelsen 
dan teori jenjang norma hukum (die Theorie vom Stufenordnung der 
Rechtsnormen) dari Hans Nawiasky yaitu :19 
- Persamaan adalah bahwa keduanya menyebutkan bahwa norma 
itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, dalam arti suatu norma itu 
berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang diatasnya, 
norma yang diatasnya berlaku, bersumber dan berdasar pada 
norma norma yang diatasnya lagi, demikian seterusnya sampai 
pada suatu norma tertinggi dan tidak dapat ditelusuri lagi sumber 
dan asalnya, tetap bersifat ‘pre-supposed’ dan ‘axiomatis’. 
- Perbedaannya adalah 1) Hans Kelsen tidak mengelompokkan 
norma-norma itu, sedangkan Hans Nawiasky membagi norma-
norma itu ke dalam empat kelompok yang berlainan. Perbedaan 
                                                           
18
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung hlm 272-274; juga Lili Rasjidi, 
Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Citra Aditya bakti, Bandung, 1995 hlm. 63-67 
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 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, 
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lainnya adalah 2) teori Hans Kelsen membahas jenjang norma 
secara umum (general) dalam arti berlaku untuk semua jenjang 
norma (termasuk norma hukum negara), sedangkan Hans 
Nawiasky membahas teori jenjang norma itu secara lebih khusus, 
yaitu dihubungkan dengan suatu negara. 
 Dalam konteks teori hierarki norma hukum, Hari Chand  
memberikan kritik terhadap teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen 
tersebut yang meyatakan bahwa terdapat sumber hukum seperti 
kebiasaan, undang undang dan preseden, yang salah satunya tidak dapat 
dikatakan lebih tinggi dari yang lain. Disamping norma, dalam sistem 
hukum juga terdapat standar, prinsip prinsip, kebijakan, asas (maxim) 
yang sama pentingnya dengan norma yang tidak diperhatikan oleh 
Kelsen.20 
b. Penjelasan dalam UU NO 12 Tahun 2011 
Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan 
bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan 
undangundang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Namun, ruang 
lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-
Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan 
lainnya,selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
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Hari Chand, Modern Jurisprudence, Kuala Lumpur : International Law Book Service, 
1994, hlm. 100 
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1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang 
tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan didasarkan pada 
pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.Sebagai negara 
hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, 
kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan 
atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. 
C. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan 
UU NO 12 Tahun 2011 
1. Pengertian 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1.  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan 
Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan 
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau 
penetapan, dan pengundangan. 
 
2.  Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang 
memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk 
atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang 
melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
undangan. 
3.  Undang-Undang adalah Peraturan Perundangundangan yang 
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan   
bersama Presiden.  
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4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan 
Perundang-undangan yangditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal 
kegentingan yang memaksa. 
5. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-   undangan 
yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang 
sebagaimana mestinya. 
6.  Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan 
Perundangundangan yang lebih tinggi atau dalam 
menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 
7.  Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan 
yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
dengan persetujuan bersama Gubernur. 
 8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang- 
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. 
2. Asas  
Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di 
Indonesia. Asas pembentukan perundang-undangan telah diatur dalam 
Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu sebagai berikut: 
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Pasal 5 
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan 
berdasarkan pada asas Pembentukan  Peraturan Perundang-
undangan yang baik, yang meliputi:  
a. Kejelasan tujuan; 
b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 
c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 
d. Dapat dilaksanakan; 
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 
f. Kejelasan rumusan; dan 
g. Keterbukaan . 
Pasal 6 
1) Materi muatan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: 
a. Pengayoman 
b. Kemanusiaan 
c. Kebangsaan 
d. Kekeluargaan  
e. Kenusantaraan  
f. Bhinneka tunggal ika 
g. Keadilan 
h. Kesaamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 
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i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 
j. Keseimbangan keserasian, dan keselarasan 
k. Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas 
lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-
undangan yang besangkutan. 
 Asas-asas Pembentukan Perundang-undangan tersebut dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
• Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan perundang-undangan 
dimaknai bahwa harus ada kejelasan tujuan yang hendak dicapai 
melalui pembentukan UU yang bersangkutan. 
• Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat yaitu DPR 
bersama-sama dengan Pemerintah, dan dengan keterlibatan DPD 
untuk RUU tertentu. Setiap jenis peraturan perundang-undangan 
harus dibuat oleh lembaga pembentuk peraturan perundang-
undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan 
tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat 
oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. 
• Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yaitu 
bahwa untuk jenis UU harus berisi materi muatan yang memang 
seharusnya dituangkan dalam bentuk UU 
• Asas dapat dilaksanakan, yaitu bahwa ketentuan yang diatur dalam 
UU itu harus dapat dilaksanakan sebagaiman mestinya dan harus 
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memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan di 
dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. 
• Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap 
peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-
benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
• Asas kejelasan rumusan, yaitu bahwa pengaturan suatu materi 
ketentuan tertentu dalam UU yang bersangkutan memang 
mempunyai tujuan yang jelas dan harus memenuhi persyaratan 
teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, 
dan pilihan terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah 
dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam 
interpretasi dalam pelaksanaannya 
• Asas keterbukaan, yaitu bahwa dalam pembentukan  perundang-
undangan itu dilakukan secarab terbuka, mulai dari perencanaan, 
persiapan, penyusunan, dan pembahasannya. 
Setelah asas-asas materiil tersebut, peraturan perundang-
undangan tertentu dapat pula berisi asas-asas tertentu lainnya sebagai 
tambahan sesuai dengan  bidang hukum yang diatur oleh peraturan 
perundang-undangan yang bersangkutan. Misalnya dalam bidang hukum 
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perdata, berlaku asas materi muatan hukum perdata, dan begitupun di 
bidang-bidang lainnya.21 
Kedua Pasal tersebut sebenarnya dapat dipahami atau dimaknai 
agar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai 
dengan Pancasila sebagai cita hukum (rechtsidee) dan Norma Dasar 
Negara, sehingga kedua Pasal tersebut berkaitan dengan Penjelasan 
Umum UUD 1945. 
Hal tersebut perlu diketengahkan, oleh karena Undang-Undang 
Dasar 1945 tidak menyebutkan istilah Pancasila, baik dalam Pembukaan 
maupun dalam Batang Tubuhnya  
3. Kaidah-kaidah Hukum 
Kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk 
berperilakuan atau bersikap tindak dalam hidup. Kaidah hukum menurut 
isinya ada tiga macam yaitu:22 
1. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan 
2. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan 
3. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan. 
Adapun sifat kaidah hukum dapat dibedakan antara lain : 
1.   Kaidah-kaidah hukum yang bersifat imperatif 
2.   Kiadah-kaidah hukum yang bersifat fakultatif 
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Yang dimaksud dengan kaidah  hukum imperatif adalah kaidah-kaidah 
hukum  imperatif adalah kaidah-kaidah hukum yang harus ditaati, 
sedangkan kaidah-kaidah hukum yang fakultatif tidaklah secara apriori 
mengikat. Artinya boleh mentaati atau tidak mentaati. Apabila kaidah 
hukum dihubungkan dengan sifat kaidah hukum, maka kaidah-kaidah 
hukum yang berisikan suruhan dan larangan  adalah imperative, 
sedangkan kaidah hukum yang berisikan kebolehan adalah fakultatif. 
Kaidah hukum, pada kaidah ini terlihat adanya suatu pergeseran , 
yaitu terjadinya suatu proses penjauhan dan pelepasan diri dari 
tatanan yang  berpegang pada kenyataan sehari-hari(tatanan 
kebiasaan), walaupun berjalanya proses ini belum berlaku secara 
seksama. Cirri yang menonjol dari hukum  mulai tampak pada 
penciptaan  norma-norma hukum yang murni, yaitu yang dibuat 
secara sengaja oleh suatu badan perlengkapan  dalam masyarakat 
yang khusus ditugasi untuk  menjalankan penciptaan  atau pembuatan 
hukum itu.  Pada proses pembuatan ini kita mulai  melihat bahwah 
tatanan  ini didukung oleh norma-norma yang secara sengaja dan 
sadar dibuat untuk menegakan  suatu jenis ketertiban  tertentu dalam 
masyarakat. Berbeda dengan kaidah kebiasaan  dan kesusilaan, 
kaidah hukum memiliki posisi yang mampu mengambil jarak antara 
ideal dengan kenyataan. Penerimaan secara ideal, 
filosofis.Penerimaan secara kenyataan, sosiologis. 
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 Sifat kiadah hukum yaitu: Hukum wajib dipatuhi, karenanya kita mengenal  
wajib hukum( rechtplicht), yaitu keharusan untuk menaati hukum.  
Peraturan-peraturan hukum mempunyai sifat, diantaranya:23 
1. Peraturan hukum bersifat umum 
a. Peraturan hukum tidak ditujukan kepada satu orang 
perseorangan, tetapi untuk setiap orang yang terkena. 
b. Peraturan hukum tidak akan hilang kekuasaanya dengan telah 
berlakunya terhadap suatu peristiwa tertentu saja, tetapi selalu 
berlaku bagi peristiwa yang diaturnya. 
2. Peraturan hukum bersifat abstrak  
Untuk diketahui peraturan  hukum perlu diwujudkan, tentunya dengan 
tulisan. Tetapi dapat pula perbuatan yang selalu sama(peraturan adat. 
D. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem 
Hukum di Indonesia 
 Jika kita teliti secara seksama Indonesia sebetulnya menganut teori 
jenjang norma hukum Kelsen-Nawiasky. Hal ini dapat dirujuk dari Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (UUP3) dan peraturan yang sebelumnya, yakni 
Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan serta Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang 
Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan. 
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Op.cit hal. 48 
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 Menurut Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011  Pancasila merupakan 
sumber dari segala sumber  hukum negara. Hal ini tak pelak identik 
dengan norma fundamental negara (staatfundamentalnorm) atau norma 
dasar (grundnorm, basic norm)24 yang menempati urutan tertinggi di 
puncak piramida norma hukum, kemudian diikuti oleh UUD 1945, serta 
hukum dasar tidak tertulis atau konvensi ketatanegaran sebagai aturan 
dasar negara (staatgrundgesetz), dilanjutkan dengan Undang-
Undang/Perpu  (formell gesetz), serta peraturan pelaksanaan dan 
peraturan otonom (verordnung und autonome satzung) yang dimulai dari 
Peraturan Pemerintah, Peraturan, dan Peraturan Daerah. 
  Ada juga ahli yang tidak sepakat menempatkan UUD 1945 yang 
terdiri dari pembukaan dan batang tubuhnya dan TAP MPR yang berisi 
garis-garis pokok kebijakan negara sifat dan norma hukumnya masih 
secara garis besar dan merupakan norma hukum tunggal tidak termasuk 
dalam peraturan perundang-undangan, tetapi termasuk dalam 
staatfundamental norm dan staatgrundgesetz sehingga menempatkan 
keduanya kedalam jenis peraturan perundang-undangan sama dengan 
menempatkannya terlalu rendah.25 
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Penempatan Pancasila sebagai Grundnorm menurut Marsillam Simanjuntak dalam bukunya 
mempersoalkan konsepsi Pancasila itu merupakan hasil rumusan deduksi dari grundnorm bangsa Indonesia 
ataukah Pancasila dalam UUD 1945 itulah grundnorm? Pertanyaan bersifat teoritis ini mengemuka karena 
menurut Marsillam terdapat sejumlah persoalan yang himgga saat ini belum terdapat jawaban yang rasional 
komprehensif, yaitu : pertama, jika Pancasila adalah grundnorm apakah hanya itu satu-satunya ataukah ada 
hal lain yang merupakan norma dasar atau norma yang lebih dasar lagi dari sistem hukum kita? Kedua, 
karena Pancasila diformulasikan secara tertulis apakah tidak selalu mengandung dan mengundang problem 
penafsiran? Dan ketiga, apakah Pancasila sebagai suatu norma dasar yang dituangkan secara tertulis cukup 
lengkap untuk memberikan penjelasan pada kebutuhan akan tafsir yang tepat bagi setiap kesangsian yang 
terjadi di bidang norma hukum? Pada bagian lain Marsillam menyatakan keheranannya terhadap Pancasila 
yang dalam praktik telah menderivasikan konkretisasi hukum yang berlainan bahkan bertentangan. Hal ini 
terbukti dari sejarah tata negara Indonesia yang menunjukkan bahwa Pancasila telah menjadi grundnorm 
dari tiga macam konstitusi yang berbeda-beda (UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUDS 1950). Baca Marsillam 
Simanjuntak, Pandangan Negara Integralistik, Garfiti, Jakarta, 1997, hal. 30-32 
25
Pendapat ini dikemukakan ahli Ilmu per-UU-an UI Maria F. I. Soeprapto, lebih lanjut lihat Maria 
F.I. Soeprapto, Ilmu... Op. Cit hal. 49 
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 Penempatan hirarki peraturan dalam peraturan perundang-
undangan sebagaimana dianut di Indonesia sejak Ketetapan MPRS No. 
XX/MPRS/1966 hingga Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 terbilang 
cukup unik, karena tidak ada suatu sistem hukum positif  di dunia ini yang 
secara khusus mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan. 
Kalaupun ada pengaturan hanya sebatas pada asas yang menyebutkan 
misalnya : Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya” atau dalam UUD ada 
ungkapan “the supreme law of the land”. Mengapa tidak diatur? Antara 
lain karena tata urutan mempunyai konsekuensi. Bahkan setiap peraturan 
perundang-undangan harus memiliki dasar hukum pada peraturan yang 
lebih tinggi tingkatannya. Peraturan perundang-undangan tingkatan lebih 
rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi. Apabila ternyata peraturan perundang-undangan yang 
lebih rendah tingkatannya, peraturan perundang-undangan yang lebih 
rendah dapat dituntut untuk dibatalkan, bahkan batal demi hukum. 
Konsekuensi ini telah dianggap ada walaupun tidak diatur, kecuali ada 
ketentuan sebaliknya, misalnya dalam UUD (UUDS 1950 dan KRIS) 
disebutkan “undang-undang tidak dapat diganggu gugat” bertalian dengan 
ajaran “supremasi parlemen”. Disini UUD lebih dipandang sebagai “asas-
asas umum” daripada sebagai kaidah hukum.26 
    Faktor lain yang menyebabkan tidak ada kelaziman mengatur tata 
urutan peraturan perundang-undangan, karena sistem hukum positif  tidak 
hanya berupa peraturan perundang-undangan, melainkan meliputi juga 
hukum tidak tertulis (yurisprudensi, hukum adat, hukum kebiasaan). 
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Bagir Manan, 2004. Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta: FH-UII Press, hal. 201-202 
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Kaidah-kaidah hukum tidak tertulis ini dapat juga digunakan untuk menguji 
peraturan perundang-undangan atau sebaliknya, walaupun tidak bertalian 
dengan tata urutan peraturan perundang-undangan. Di Inggris, peraturan 
perundang-undangan dibawah undang-undang (delegated legislation) 
dapat diuji dengan common law dan prinsip-prinsip umum seperti “bias, 
ultra vires” dan lain-lain. Di Belanda peraturan atau keputusan administrasi 
dapat diuji terhadap asas-asas umum penyelenggaraan administrasi 
negara yang baik.  
Tabel 1: Perbandingan  Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan 1966-2004 
TAP MPRS No. 
XX/MPRS/1966 
TAP MPR No. III/MPR/2000 UU Nomor 10 
Tahun 2004 
1. Undang-Undang 
Dasar 1945 
2. Ketetapan MPR 
RI 
3. Undang-
Undang/Peraturan 
Pemerintah 
Pengganti 
Undang-Undang 
(Perpu)  
4. Peraturan 
Pemerintah 
5. Keputusan 
Presiden 
6. Peraturan-
peraturan 
pelaksana lainnya 
Seperti :  
- Peraturan 
Menteri 
- Instruksi 
Menteri  
- Dll 
 
1. Undang-Undang Dasar 
1945 
2. Ketetapan MPR RI 
3. Undang-Undang 
4. Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-
Undang (Perpu)  
5. Peraturan Pemerintah 
6. Keputusan Presiden 
7. Peraturan Daerah 
1. Undang-Undang 
Dasar RI Tahun 
1945 
2. Undang-
Undang/Peratura
n Pemerintah 
Pengganti 
Undang-Undang 
(Perpu)  
3. Peraturan 
Pemerintah 
4. Peraturan 
Presiden 
5. Peraturan 
Daerah 
a. Perda 
Provinsi 
b. Perda 
Kab./Kota 
c. Peraturan 
Desa 
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 Didalam Undang Undang Nomor 10 tahun 2004 Ketetapan 
MPRS/MPR dihapuskan dari hirarki peraturan perundang-undangan dan 
mengembalikan kedudukan Perpu setingkat dengan UU. Penghapusan 
Ketetapan MPR dari tata urutan dari peraturan perundang-undangan 
dinilai tepat karena setelah UUD 1945 mengalami perubahan makin 
berkembang pengertian bahwa format peraturan dasar ini terutama 
menyangkut kedudukan ketetapan MPR yang sejak lama mendapat kritik 
dari ahli hukum tata negara, mengalami perubahan. Kedudukan 
Ketetapan MPR sebagai salah satu bentuk peraturan tidak dapat 
dipertahankan, format peraturan dasar yang dapat dipertahankan secara 
akademis hanya Naskah UUD dan Naskah Perubahan UUD, yang 
keduanya sama-sama merupakan produk MPR. 27 
 Disamping itu, Undang Undang Nomor 10 tahun 2004 dapat  
membawa perubahan positif di masa depan karena telah mengganti 
nomenklatur keputusan presiden dengan peraturan presiden, karena 
selama ini presiden menerbitkan produk hukum yang berisi peraturan 
(regeling) dengan yang bersubstansi keputusan (Beschikking) sama-sama 
dinamakan keputusan presiden sehingga mempersulit orang awam untuk 
membedakan mana yang termasuk peraturan(regeling) dengan mana 
yang termasuk keputusan (Beschikking).    
  Namun demikian, Konstruksi hukum tata urutan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 10 tahun 2004 
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Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 Pasca Amandemen menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan 
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.  
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tetap saja mengandung beberapa kelemahan. Jimly Asshiddiqie 28 
Pakar Hukum Tata Negara UI misalnya menyebutkan ada beberapa 
kelemahan, diantaranya: (1) karena naskah UUD 1945 sekarang dibuat 
terpisah maka seharusnya penyebutan UUD 1945 tersebut dilengkapi 
dengan “….dan Perubahan UUD”; (2) hanya kerena pertimbangan bahwa 
Tata urutan peraturan cukup ke tingkat peraturan yang ditetapkan oleh 
Presiden, maka bentuk peraturan menteri tidak disebut dalam tata urutan 
tersebut, padahal Peraturan Menteri penting ditempatkan di atas 
Peraturan Daerah, karena peraturan tingkat menteri itu dalam praktek 
banyak sekali ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-
hari dan memerlukan penertiban sebagaimana mestinya.  
 Jauh sebelum berlangsung pembahasan dan pengesahan  UU No. 
10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
Jimly Asshiddiqiemerekomendasikan agar pengaturan mengenai tata 
urutan peraturan perundang-undangan dalam Ketetapan MPR sebaiknya 
ditiadakan, sebaiknya ketentuan mengenai bentuk peraturan dan 
mengenai hirarkinya diatur dalam UUD bukan hanya dalam bentuk 
undang-undang. 29 
Pada tanggal 12 Agustus 2011, pemerintah mengundangkan UU yang 
sebelumnya telah dibahas dan disetujui bersama dengan DPR yakni 
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
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Jimly Asshiddiqie. 2000. “Tata Urut Perundang-Undangan dan Problematika Peraturan Daerah”  
Makalah yang disampaikan dalam rangka Lokakarya Anggota DPRD Se-Indonesia, di selenggarakan di Jakarta 
oleh LP3HET, Jum’at 22 Oktober 2000. 
29
Jimly Asshiddiqie, 2001. “Telaah Akademis Atas Perubahan UUD 1945” dalam Jurnal Demokrasi 
& HAM Vol 1. No. 4 September-November 2001, hal 9-32 
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Peraturan Perundang-undangan menggantikan Undang Undang 
Nomor 10 Tahun 2004.  
Pasal 7 ayat (1) Undang Undang  Nomor 12 Tahun 2011 mengatur 
hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :  
1. UUD Negara RI Tahun 1945; 
2. Ketetapan MPR; 
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang; 
4. Peraturan Pemerintah; 
5. Peraturan Presiden; 
6. Peraturan Daerah Provinsi dan; 
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
 
Menelisik substansi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka 
ada beberapa perubahan, antara lain : pertama, Ketetapan MPR yang 
didalam UU No. 10 Tahun 2004 dihapuskan dari hirarki peraturan 
perundang-undangan, dalam UU No. 12 Tahun 2011 dimunculkan kembali 
dan berada di bawah UUD 1945 seperti yang pernah diatur dalam 
Ketetapan MPR No. III/MPR/2000. Di dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) 
huruf b dijelaskan yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis 
Permusaywaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang 
masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 
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I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 
2001 tanggal 7 Agustus 2003.  
Kedua, Peraturan Desa yang dahulu masuk dalam hirarki peraturan 
perundang-undangan, sekarang di UU No. 12 Tahun 2011 dihapuskan 
dari hirarki peraturan perundang-undangan. Ketiga, materi muatan 
undang-undang lebih diperluas, selain berisi pengaturan lebih lanjut 
mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
tahun 1945 dan perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan 
Undang-Undang, juga sudah diakomodir mengenai pengesahan perjanjian 
internasional tertentu, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; 
dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Keempat, 
dalam pembentukan peraturan daerah harus dilakukan pengkajian dan 
penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik. 
Di dalam Penjelasan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga 
ditegaskan bahwa yang termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi 
adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan daerah 
Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang 
berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Termasuk dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di 
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. 
Jenis peraturan perundang-undanga selain yang telah disebutkan 
dalam Pasal 7 Ayat (1) di atas, diakui keberadaanny
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kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 
kewenangan, yakni: peraturan yang ditetapkan oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan 
Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa 
Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga 
atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau 
pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, 
DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat 
Isi ketentuan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 ini sesungguhnya sama 
dengan isi Pasal 7 Ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004. Tetapi patut 
disayangkan UU No. 12 Tahun 2011 juga tidak menentukan secara 
pasti apa saja materi muatan dari pelbagai jenis peraturan tersebut, 
serta bagaimana penjenjangan atau hirarki dari peraturan-peraturan 
tersebut dan bagaimana kedudukan dari peraturan-peraturan tersebut 
terhadap peraturan yang telah ditetapkan penjenjangannya dalam 
Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.   
E. Urgensi TAP MPR Sebagai Salah Satu Jenis Peraturan Perundang-
Undangan Dalam  UU Nomor 12 Tahun 2011 
Terbentuknya  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan memasukkan TAP MPR 
sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan merupakan 
pelaksanaan dari perintah pasal 22a UUD NRI Tahun 1945 dan memperbaiki 
kesalahan UU Nomor 10 Tahun 2004. TAP MPR dapat digolongkan sebagai 
aturan dasar negara/aturan pokok negara  (staatsgrundgesetz) karena 
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memberikan pedoman dan bimbingan kepada kegiatan pembentukan peraturan 
perundang-undangan namun mengandung sifat normatif.  
Dalam penjelasan tentang Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Nomor 12 Tahun 2011 
dijelaskan bahwa: 
“Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” 
adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang 
Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, 
tanggal 7 Agustus 2003.” 
 UUD 1945 pra amandemen tidak menyatakan dengan tegas 
tentang adanya katagori MPR yang menetapkan hukum dasar tertulis dan 
MPR yang menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta 
MPR yang memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Karena 
ketiga hal tersebut berada pda tingkatan dan katagori yang berbeda. 
Pada katagori pelaksanaan tugas dan fungsi menetapkan UUD 
termasuk mengubahnya, yang berlaku hingga pasca amandemen UUD 
1945.MPR secara hierarkis-normatif berada di atas UUD itu sendiri.Dalam 
hal ini MPR tidak tunduk kepada UUD, karena MPR bertindak selaku 
konstituante, lembaga pembentuk UUD. Dihubungkan dengan hal 
tersebut, dalam konsideran menimbang UU Nomor 12 Tahun 2011 
disebutkan bahwa: 
a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum, 
negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum 
nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan 
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berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin 
pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia 
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan 
perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan 
mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang 
dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan 
standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang 
membentuk peraturan perundang-undangan; 
c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat 
kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan 
kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu 
diganti. 
 
Sehingga dimaknai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup 
tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau 
penetapan, dan pengundangan. Dan Peraturan Perundang-undangan 
adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat 
secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau 
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pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam 
Peraturan Perundang-undangan. 
Menurut Van Angeren tentang asas-asas peraturan perundang-
undangan yang patut. Van Angeren membagi asas-asas dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi dua, yaitu yang 
disebutnya het vertrouwens beginsel, yang dapat diterjemahkan dengan 
asas kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, bahwa peraturan 
perundang-undangan yang dibentuk berlaku dan akan terus berlaku 
sampai tiba saatnya diganti atau dicabut kembali. Ada dua konsekwensi 
dari asas ini; Pertama, rakyat hendaknya dapat mempertimbangkan 
bahwa hak-hak yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan 
tersebut benar-benar berlaku dan diakui sampai terjadi perubahan 
terhadap peraturan yang dimaksud.Kedua, rakyat hendaknya dapat 
mempertimbangkan hal yang sama mengenai kewajiban-kewajiban yang 
dibebankan kepadanya, yang akan berlaku sejak peraturan perundang-
undangan itu berlaku.  
Sedangkan, Van der Vlies menyebut peraturan perundang-
undangan bukan wetgeving melainkan lebih luas lagi yaitu regelveving 
atau pembentukan peraturan-peraturan. 
Istilah “perundang-undangan” (Legislation, wetgeving, atau 
gesetzgebung) mempunyai dua pengertian yang berbeda yaitu: Pertama, 
perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses 
membentuk peraturan-peraturan negara. Kedua, perundang-undangan 
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adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan 
peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. 
Dalam sistem pemerintahan negara terdapat bagian-bagian dari 
pemerintahan negara yang masing-masing mempunyai tugas dan 
fungsinya sendiri namun secara keseluruhan bagian-bagian tersebut 
merupakan suatu kesatuan yang padu dan bekerja secara rasional.30 
Dalam hal ini sistem pemerintahan Indonesia menganut asas 
negara kesatuan yang didesentralisasikan, negara kesatuan merupakan 
landasan batas dari isi pengertian otonomi,31 berdasarkan hal tersebut 
berkembang peraturan yang mengatur mekanisme yang menjadi 
keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan otonomi. Berdasarkan hal 
tersebut kemungkinan spanning timbul.32 
Pada era orde baru, konsep negara kesatuan cenderung ditafsirkan 
identik dengan sentralisasi kekuasaan dan uniformitas struktur 
pemerintahan. Sebelum dilakukannya amandemen terhadap Undang-
Undang Dasar (UUD) tahun 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Namun, pasca 
amandemen terhadap UUD 1945 terdapat enam institusi yang 
berkedudukan sebagai lembaga negara yaitu; MPR, Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi 
                                                           
30A. Hamid Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun 
Waktu Pelita I-Pelita IV), Disertasi Universitas Indonesia, hal; 110-111. 
 31 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
menyebutkan bahwa: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan.”   
 32Bagir Manan, 1993, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, UNISKA, Jakarta, hal; 3. 
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(MK), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan 
Presiden. Secara konstitusional MPR, yang merupakan lembaga pembuat 
TAP MPR, bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara yang di atas 
lembaga lainnya, melainkan sudah setingkat dengan DPR yang juga 
lembaga legislatif.Padahal TAP MPR yang masih berlaku merupakan 
produk MPR yang pada waktu itu merupakan lembaga tertinggi negara, 
jelas secara otomatis aturan yang dikeluarkannya lebih tinggi pula bila 
dibandingkan dengan UU yang dibuat oleh DPR bersama Presiden. 
Attamimi33 menggunakan pemikiran Hans Nawiasky tentang ilmu 
norma-norma hukum Negara yang terdiri atas urutan dari atas ke bawah 
yaitu: 
1. Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm) yaitu 
norma tertinggi dalam Negara. Isinya adalah norma yang 
merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau UUD 
dari suatu Negara, termasuk norma pengubahannya. Ada 
terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi atau UUD. Di 
Indonesia diperkenalkan oleh Notonagoro yaitu Pancasila 
sebagai “pokok kaidah fundamental Negara.” 
2. Aturan dasar Negara atau aturan pokok Negara 
(Staatsgrundgesetz) norma ini biasanya dituangkan dalam 
batang tubuh suatu Undang-Undang atau konstitusi tertulis. 
Di Indonesia ini diidentikkan dengan UUD 1945. 
Berdasarkan hal tersebut maka tidak dapat disamakan 
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 A. Attamimi, 1990, Peranan.op.cit, hal; 286-289.   
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dengan Undang-Undang formal karena UUD 1945 di 
dalamnya berisi Pancasila sebagaimana terdapat dalam 
pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaannya 
dan berisi aturan-aturan pokok Negara dalam batang 
tubuhnya. 
3. Undang-Undang Formal (Formell Gesetz) 
4. Peraturan Pelaksanaan serta peraturan otonom 
(vervordnung dan autonome satzung). 
 
F. Teori Ilmu Perundang-Undangan 
Regeling= Besluiten van Algemene Strekkingmerupakan “pengaturan 
yang bersifat umum” , dalam Pasal1angka 2 Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan 
dinyatakan” Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis 
yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk 
atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang 
melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan PerUndang-Undangan”  
dalam Penjelasan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 
2009 (UU PERATUN) yang dimaksud dengan “pengaturan yang bersifat 
umum “ ialah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang 
dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat 
setiap orang. Sejalan dengan hal tersebut, Prof.Dr. Bagir Manan, SH, M.Cl 
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berpendapat “ Aturan-aturan tingkah laku yang mengikat secara umum itu 
dapat berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status 
atau suatu tatanan. Hal-hal yang diatur bersifat umum, maka Peraturan 
PerUndang-Undangan adalah abstrak-umum atau umum-abstrak.Ciri-ciri 
tersebut dimaksudkan untuk membedakan dengan Keputusan tertulis 
Pejabat atau lingkungan jabatan berwenang yangindividual-konkret yang 
lazim disebutBeschikking.Umum  berarti ditujukan untuk umum, 
abstrak(tidak konkret) berarti ditujukan untuk objek/ peristiwa yang tidak 
tertentu/ tidak dapat ditentukan34. Dengan merujuk pada rumusan 
pengertian tersebut, Terdapat Korelasi hukum yang berkesinambungan  
diantaranya, dengan demikian “pengaturan yang bersifat mengikat secara 
umum (Besluiten van Algemene Strekking)” adalah identik dengan 
“peraturan PerUndang-Undangan (Algemene verbindende 
voorschriften)”35, sebagaimana dipertegas dalam Penjelasan Pasal 1 
angka 2 UU PERATUN yang menyatakan ”yang dimaksud dengan 
Peraturan PerUndang-Undangan ialah semua peraturan yang bersifat 
mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat 
bersama Pemerintah baik ditingkat Pusatmaupun di tingkat Daerah, serta 
semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik ditingkat 
Pusat maupun di tingkat Daerah yang juga bersifat mengikat secara 
umum”. 
1. Beschikking, dalam terminologi Hukum Administrasi (Negara) 
Beschikking diartikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara 
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Prof. Dr. Maria Farida Indrati Soeprapto, SH., MH., Ilmu Perundang-Undangan , Dasar-Dasar  
dan Pembentukannya. 
35
Ibid 
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(KTUN), yang pengertiannya dalam UU PERATUN dinyatakan 
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang 
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang 
berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan 
PerUndang-Undangan yang berlaku yang bersifat konkret, 
individual dan final yang berakibat hukum bagi seseorang/ Badan 
hukum perdata”. Dalam penjelasan UU PERATUN dinyatakan 
bahwakonkretitu berarti tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau 
dapat ditentukan sedangkan individual artinya tidak ditujukan untuk 
umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dan final 
adalah Keputusan tersebut bersifat definitif. Oleh karena itu suatu 
KTUN selalu dianggap sah dan dapat langsung dilaksanakan, 
sepanjang tidak ada Putusan yang menyatakan bahwa KTUN 
tersebut adalah tidak sah dan sudah sepatutnya dibatalkan (Azas 
Vermoeden van Rechtmatigheid)36. 
2. Apabila diperhatikan uraian diatas, maka untuk mengetahui apakah 
suatu norma hukum yang terdapat dalam aturan/keputusan 
merupakan Regeling atau Beschikking, yang menjadi tolok 
ukurannya adalah, apabila materi muatan dalam wujud 
aturan/keputusan itu sasarannya adalah berlaku dan mengikat 
keluar kepada warga masyarakat secara umum, tidak ditujukan 
kepada objek, peristiwa atau gejala konkret tertentu (umum-
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 Prof.Dr.Philipus M.Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi, Gadjah Mada University Press, 
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abstrak), maka Keputusan itu adalah Regeling)37,sebaliknya apabila 
suatu Keputusan itu dengan ciri atau bersifat individual-konkret, 
artinya mengatur obyek, peristiwa atau gejala konkret tertentu, 
maka Keputusan itu adalah Beschikking, misal Untuk mengetahui 
suatu Keputusan Administratif yang bersifat Peraturan PerUndang-
Undangan (Regeling) harus memuat unsur-unsur sebagaimana 
yang dikemukakan oleh P.J.P.Tak38, yang dikutup dari Bagir 
Manan, yaitu: 
1. Peraturan PerUndang-Undangan berbentuk keputusan tertulis. 
Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan 
perUndang-Undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut 
hukum tertulis (geschrevenrecht, written law); 
2. Peraturan PerUndang-Undangan dibentuk oleh pejabat atau 
lingkungan jabatan (badan,organ) yang mempunyai wewenang 
membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum; dan 
3. Peraturan PerUndang-Undangan bersifat mengikat umum, tidak 
selalu dimaksudkan selalu mengikat semua orang.  
 
a. Pengujian Terhadap Materi  
1. Materi Peraturan Perundang-Undangan ( Regeling)  
Norma merupakan suatu aturan  yang harus dipatuhi oleh 
seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun 
hubungannya dengan lingkungannya. Selain itu Norma adalah 
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Prof. Dr. Bagir Manan, SH., M.Cl, Fungsi dan Materi Perundang Undangan. 
38
P.J.P Tak, Rechtsfoorming in Nederland, Samson H.D Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn 
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pedoman seseorang dalam bertindak dan bertingkah laku. 
Selanjutnya, seseorang menggabungkan diri dalam masyarakat 
untuk memenuhi kebutuhannya atau beberapa individu yang 
bergabung untuk membentuk suatu  masyarakat. Kemudian, suatu 
masyarakat membentuk suatu gabungan masyarakat yang lebih 
besar dan komunitas yang demikian ini menjadi kumpulan 
masyarakat yang berpolitik dan terorganisir, dan oleh karena itu 
disebut Negara, sebagaimana yang dikemukakan oleh Cicero 
bahwa di mana ada masyarakat disitu ada hukum (ius societas ibi 
ius). 
Karel Boungenaar39   berpendapat bahwa suatu norma 
hukum itu berisi  perintah, larangan, dan kebolehan. Oleh karena 
itu, suatu norma hukum memiliki kekuatan mengikat dan 
memaksa pada masyarakat tertentu apabila masyarakat tersebut 
bersungguh-sungguh untuk menaati dan melaksanakannya 
karena sanksi akan diterapkan apabila terjadi pelanggaran pada 
norma hukum. Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo 
mengemukakan bahwa yang hanya dapat melakukan paksaan 
terhadap pelanggaran terhadap norma hukum adalah penguasa, 
karena penguasa memonopoli hukum, sebab hukum ada karena 
adanya kekuasaan yang sah. 
Norma hukum pada produk  Undang Undang yang akan 
diberlakukan dalam sebuah Negara harus dibuat oleh lembaga 
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 Karel Boungenaar , Sari Kuliah Hukum Tata Negara oleh Prof.Dr.Philipus M.Hadjon, pada FH 
Unair tahun 1998 
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negara yang berwenang, yaitu lembaga legislatif (parlemen) 
sebagai lembaga perwakilan yang fungsi utama nya adalah fungsi 
legislasi. 
Fungsi legislasi berkenaan dengan kewenangan untuk 
menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan 
norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Jimly 
Asshidiqie40 berpendapat bahwa pelaksanaan fungsi legislasi 
dalam pembentukan UU, menyangkut empat bentuk kegiatan 
yaitu: 
a. Prakarsa pembuatan Undang-undang; 
b. Pembahasan draft Undang-undang; 
c. Persetujuan dan pengesahan draft Undang-undang; 
d. Pemberian persetujuan atau ratifikasi atas perjanjian atau 
persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang 
mengikat lainnya. 
Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka menurut penulis 
dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perundang-undangan 
merupakan suatu norma atau aturan yang dibuat oleh lembaga 
negara yang sah sebagai regulasi dalam suatu negara yang 
bersifat umum dan abstrak serta berbentuk perintah, larangan 
atau kebolehan. 
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 Jimly Asshidiqie ,Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, 
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Kaitannya dengan norma hukum dalam Peraturan 
PerUndang-undangan, Hans Kelsen41  mengemukakan bahwa 
setiap aturan harus ada hierarkinya, dimulai dari yang norma 
dasar dan menjadi tolak ukur validitas bagi norma yang ada 
dibawahnya. Menurut Hans Kelsen, norma yang ada dalam suatu 
negara bukanlah berdiri sejajar yang bersifat koordinatif, 
melainkan masing-masing norma mempunyai tingkatan-tingkatan 
yang berbeda. 
Disini Kelsen menempatkan konstitusi sebagai norma dasar 
bagi setiap peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, 
maka Undang Undang  yang ada, tidak boleh bertentangan 
dengan konstitusi. Sejalan dengan pendapat Kelsen ini, maka 
berlaku asas “Lex superiori derograt legi inferiori”. Dalam hal 
hierarki norma tersebut, norma dasar merupakan tempat 
bergantungnya norma yang ada dibawahnya. Untuk lebih jelasnya  
menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 12 tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan  
menyatakan “ Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan 
terdiri atas:  
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
                                                           
41
 Hans Kelsen , General Laws, Theory and State, Sari Kuliah Hukum Tata Negara oleh 
Prof.Dr.Philipus M.Hadjon, pada FH Unair tahun 1998 
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c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang; 
d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi;dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. 
Oleh karena Peraturan PerUndang-Undangan mempunyai 
tingkatan hierarki, maka dari itu setiap aturan yang lebih rendah 
haruslah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan yang ada 
diatasnya (lebih tinggi). Dengan demikian,  ketika Peraturan 
PerUndang-Undangan yang lebih rendah diduga bertentangan 
dengan Peraturan yang lebih tinggi, maka Subjek Hukum yang 
dirugikan dapat melakukan upaya Pengujian materi atau disebut 
Judicial Review (Toetsingrecht) yaitu suatu upaya untuk menguji 
suatu peraturan yang tingkatan hierarkinya lebih rendah 
bertentangan atau tidak dengan Peraturan yang lebih tinggi/ 
aturan yang ada diatasnya. Judicial Review (Toetsingrecht) dalam 
UUD 1945 di Indonesia dilakukan oleh 2 (dua)  Lembaga Negara  
pemegang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi 
yang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan 
Mahkamah Agung yang menguji peraturan perundang-undangan 
di bawah Undang-Undang  terhadap Undang-Undang. 
Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi 
sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan 
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Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan 
putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak 
dan/atau kewenangan konstitusional yang menjadi dasar dalam 
permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 
sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  harus memenuhi 5 
(lima) syarat, yaitu:  
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon 
yang diberikan oleh UUD 1945;  
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh 
Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang 
yang dimohonkan pengujian;  
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik 
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang 
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;  
d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara 
kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang 
dimohonkan pengujian;  
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya 
permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang 
didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;  
2. Materi Keputusan (Beschikking) 
Suatu Keputusan (Beshikking) merupakan Keputusan Tata 
Usaha Negara (KTUN).Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 
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UU Peratun, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang 
kepentingannya terkena oleh akibat hukum (merasa dirugikan) 
dengan dikeluarkannya KTUN, berhak untuk mengajukan gugatan 
ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Apa  yang dituntut 
dimuka PTUN ini terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang 
berupa tuntutan agar KTUN yang telah merugikan kepentingan 
Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah42  , dengan alasan-
alasan sebagai berikut (vide Penjelasan Pasal 53 UU Peratun): 
a. KTUN tersebut dapat dinilai bertentangan dengan Peraturan 
PerUndang-Undangan yang berlaku. 
b. KTUN tersebut dikeluarkan dengan menyalahgunakan 
wewenang. 
c. KTUN tersebut dkeluarkan dengan sewenang-wenang. 
Pengujian dari segi hukum yang dilakukan PTUN terhadap 
KTUN terbatas pada penelitian: 
a. Apakah semua fakta yang relevan itu telah dikumpulkan untuk 
ikut dipertimbangkan dalam KTUN yang bersangkutan. 
b. Apakah Badan/ Pejabat TUN pada waktu mempersiapkan, 
memutuskan dan melaksanakannya, telah memperhatikan 
azas-azas yang berlaku. 
c. Apakah KTUN yang diambil juga akan sama dengan KTUN 
yang digugat kalau hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b  
telah diperhatikan. 
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F. Perubahan Hierarki Dari Undang Undang No 10 Tahun 2004 KE 
Undang Undang No 12 Tahun 2011 Dan Eksistensi TAP MPR RI 
1. Dinamika Perubahan 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah pada tahun 2011 
yang lalu telah mensahkan dan membentuk sebuah Undang Undang 
no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
Undangan menggantikan Undang Undang No 10 Tahun 
2004.Kelahiran Undang Undang ini tidak banyak mendapat perhatian 
secara luas dari masyarakat dan dari media, padahal undang undang 
ini merupakan salah satu undang undang yang krusial dan undang 
undang ini disahkan sebagai pengganti undang undang no 10 tahun 
2004 yang dirasa memiliki beberapa kekurangan dan belum dapat 
menampung atau menjadi payung hukum yang sempurna terhadap 
perkembangan pembentukan peraturan yang baik. 
Salah satu materi yang mendapat banyak sorotan perbaikan undang 
undang bo 10 tahun 2004 yang kemudian dielaborasi ke dalam undang 
undang no 12 tahun 2011 adalah tentang dicantumkannya atau 
dimasukkannya kembali TAP MPR ke dalam susunan atau hierarki 
peraturan perundang undangan. Sebagai mana kita ketahui bersama, 
dalam undang undang no 10 tahun 2004 pasal 7 disebutkan bahwa 
hierarki peraturan perundang undangan adalah : 
• Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 
• Undang Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang. 
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• Peraturan Pemerintah. 
• Peraturan Presiden. 
• Peraturan Daerah. 
Sedangkan di sisi yang lain, ada peraturan yang bernama TAP MPR 
dan masih berlaku sampai sekarang, maka perubahan mendasar 
dalam Undang Undang no 12 tahun 2011 adalah dengan memasukkan 
kembali TAP MPR ke dalam hierarki peraturan perundang undangan, 
seperti yang tercantum dalam pasal 7 undang undang no 12 tahun 
2011, yaitu : 
• Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 
• TAP MPR 
• Undang Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang. 
• Peraturan Pemerintah. 
• Peraturan Presiden. 
• Peraturan Daerah Propinsi.  
• Peraturan Daerah Kota/Kabupaten. 
Masuknya kembali TAP MPR kedalam susunan peraturan perundang 
undangan adalah untuk mengakomodir beberapa TAP MPR yang 
sampai sekarang masih berlaku. Ada dua macam TAP MPR yang 
masih berlaku hingga saat ini meskipun kewenangan yang dimiliki 
MPR banyak yang telah direduksi sejak perubahan Undang Undang 
Dasar 1945,  yaitu TAP MPR yang berlaku secara tak terbatas, dan 
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TAP MPR yang berlaku hingga terbentuknya Undang Undang yang 
menggantikan. 
Beberapa TAP MPR yang berlaku secara tak terbatas adalah : 
 TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai 
Komunis Indonesia. 
 TAP MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam 
rangka Demokrasi Ekonomi   
Sedangkan TAP MPR yang masih berlaku hingga terbentuknya 
Undang Undang yang menggantikan adalah : 
 TAP MPRS No.XXIX/MPRS tentang pengangkatan pahlawan 
ampera sampai terbentuknya UU ttg pemberian gelar, tanda jasa, 
tanda kehormatan (sudah ada, UU no 20 tahun 2009) 
 TAP MPR No.XI/98 tentang penyelenggaraan negara yg bersih dan 
bebas KKN (sudah ada UU no 28 tahun 1999) 
 TAP MPR No.XV/98 tentang penyelenggaran otonomi daerah, 
pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional 
yang berkeadilan, serta peribangan keuangan pusat dan daerah 
(sudah ada UU no 32 tahun 2004) 
 TAP MPR III/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan 
peraturan perUUan (sudah ada UU no 12 tahun 2011)  
 TAP MPR No.V/2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan 
Nasional 
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 TAP MPR No.VI/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri  (sudah 
ada UU no 34 tahuh 2004 tentang TNI dan UU no 2/02 tentang 
Polri) 
 TAP MPR No. VI/2001 tentang etika kehidupan berbangsa  
 TAP MPR No. VII/2001 tentang visi indonesia masa depan  
 TAP MPR No.VIII/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan 
pemberantasan dan pencegahan praktek KKN (sudah ada UU 
KPK, UU Tipikor, UU Tindak Pidana Korupsi) 
 TAP MPR No.IX/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan 
SDA  
Dengan masih banyaknya TAP MPR yang hingga saat ini masih 
berlaku (kecuali ang sudah ada Undang Undang penggantinya) maka 
sewajarnya bila TAP MPR tersebut kembali dimasukkan dalam hierarki 
peraturan perundang undangan.  
Implikasi dari dimasukkannya kembali TAP MPR kedalam susunan tata 
perundang undangan adalah menempatkan produk hukum TAP MPR 
ke dalam wadah yang benar dimana sebelumnya keberadaan TAP 
MPR tidak diakui sebagai salah sau sumber hukum berdasarkan 
Undang Undang no 10 tahun 2004. TAP MPR menjadi salah satu 
rujukan pembuatan peraturan perundang undangan setingkat Undang 
Undang ke bawah selain Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesiatahun 1945 dan pembuatan kebijakan publik lainnya.Apalagi 
kebijakan pembuatan peraturan di negara Republik Indonesia 
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menganut sitem hierarkis dimana peraturan yang di bawah selalu 
bersumber dan berdasar peraturan di atasnya. 
2. Eksistensi TAP MPR RI 
Produk hukum TAP MPR pada masa sebelum amandemen Undang 
Undang Dasar Negara Reublik Indonesia 1945 merupakan produk 
hukum yang sangat kuat dan dominan.Bahkan sering penggunaan 
TAP MPR sebagai GBHN yang digunakan sebagai landasan 
pemerintah (orde baru) dalam melaksanakan pemerintahan dan 
kebijakan.Era TAP MPR saat itu sangat dominan bahkan ada yang 
berpendapat tejadi dualisme dasar hukum dalam negara Republik 
Indonesia dimana satu sisi ada Undang Undang Dasar dan satu sisi 
menggunakan TAP MPR. 
Namun setelah memasuki era reformasi yang ditandai dengan 
runtuhnya kekuasaan pemerintah orde baru pada bulan mei tahun 
1998 dan diamandemennya Undang Undang Dasar 1945 pada tahun 
1999 hingga 2001 maka kedudukan TAP MPR yang sebelumnya 
begitu kuat menjadi lemah dan “tidak dianggap”.  
Hal ini tidak terlepas dari di reduksinya kewenangan kewenangan MPR 
dan memposisikan lembaga negara berdasarkan fungsinya, sehingga 
tidak dikenal lagi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Hal ini 
dikuatkan dengan lahirnya Undang Undang No 10 tahun 2004 dimana 
TAP MPR sudah tidak dimasukkan dalam hierarki peraturan 
perundang undangan, meski dalam penjelasan pasal 7 ayat (4) undang 
undang tersebut dijelaskan bahwa produk hukum yang tidak 
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disebutkan dalam hierarki tersebut masih diakui keberadaannya dan 
tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang 
diperintahkan oleh Undang Undang. 
Kelemahan dalam undang undang no 10 tahun 2004 yang tidak 
mencantukan TAP MPR sebagai salah satu produk hukum sedangkan 
beberapa TAP MPR masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum 
tetap ini kemudian dirubah dengan lahirnya undang undang no 12 
tahun 2011 dimana TAP MPR yang masih berlaku dan diakui 
keberadaanya tersebut dimasukkan kembali dalam hierarki peraturan 
perundang undangan di bawah Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945 berdasarkan pasal 7 Undang Undang no 12 
tahun 2011. 
Dengan dielaborasinya TAP MPR masuk kembali ke dalam hierarki 
peraturan perundang undangan maka TAP MPR kembali diakui 
sebagai sumber hukum formal dan menjadi salah satu rujukan selain 
Undang Undang Dasar dalam pembentukan setiap peraturan setingkat 
Undang Undang ke bawah dan pembuatan kebijakan publik dalam 
pelaksanaan pemerintahan.  
G. Arah Pengaturan Dan Materi Muatan 
1. Arah Pengaturan 
Arah pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah 
terbentuknya satu undang-undang yang mengatur secara komprehensif, 
terpadu, dan jelas dan mudah dipahami mengenai kedudukan Pancasila 
dan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional, asas-asas 
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pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan, jenis 
dan hirarkhie peraturan perundang-undangan, kewenangan lembaga-
lembaga negara dan pemerintah pusat dan daerah dalam bentukan 
peraturan perundang-undangan, kegiatan pembentukan peraturan 
perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan 
pengesahan peraturan perundang-undangan, penyebarluasan, serta 
partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan. 
2. Ruang Lingkup Materi Muatan 
Sejalan dengan arah pengaturannya, rancangan undang-undang 
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan memuat materi 
dengan sistematika berdasarkan hal-hal yang bersifat umum dalama 
pembentukan peraturan perundang-undangan dan tahap-tahap dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: 
a. Pengertian-pengertian dari beberapa konsep yang 
digunakan dalam RUU. 
b. Kedudukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
c. Asas-asas pembentukan dan materi muatan peraturan 
perundang-undangan. 
d. Perencanaan pembentukan peraturan perundang-
undangan. 
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e. Penyusunan peraturan perundang-undangan. 
f. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. 
g. Pembahasan dan pengesahan 
rancangan undang-undang. 
h. Pembahasan dan penetapan 
rancangan peraturandaerah. 
i.   Pengundangan. 
j.   Penyebarluasan. 
k.  Partisipasi masyarakat. 
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 BAB III 
METODE PENULISAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
 Berdasarkan judul proposal penulis yaitu “Analisis Hukum 
Kedudukan TAP MPR RI Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan” 
maka penulis telah melakukan penelitian pada: 
1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
4. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang diperoleh dalam proposal ini adalah: 
• Data Primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan melalui hasil 
wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yang berkompeten 
di bidangnya. 
• Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan 
terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan 
objek kajian dalam skripsi ini antara lain berupa buku, jurnal, artikel, 
dan karya-karya tulis dalam bentuk media cetak dan media internet. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis 
adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian Pustaka (Library Research), teknik mengumpulkan data 
ini dilakukan dengan Penelitian Pustaka (Library Research), teknik 
pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari, 
mendalami, dan menganalisis dari jumlah bahan bacaan, baik 
buku, jurnal, majalah, koran, atau karya tulis lainnya yang relevan 
dengan topik, fokus atau variabel penelitian. Dari penelitian 
kepustakaan ini diharapkan diperoleh landasan teori mengenai 
kajian dan analisis dari perspektif hukum tata negara. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research), teknik ini dilakukan dengan 
cara melakukan interview (wawancara) guna memperoleh informasi 
yang diperlukan dan lebih meyakinkan karena dilakukan dengan 
cara bertanya langsung dengan narasumber yang dianggap 
memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai masalah yang 
dibahas dalam skripsi ini. Wawancara secara langsung tersebut 
telah dilakukan penulis dengan Bapak Fajar Laksono, staf ketua 
MK yang juga peneliti, Bapak Mahmud Budi, kepala pusat 
pengkajian MPR, Ibu Nurul Arifin S.IP, M.Si, Anggota DPR RI dari 
fraksi Golkar. 
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D. Analisis Data 
 Data yang diperoleh dan telah dikumpulkan dalam penelitian ini, 
adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan 
juga menggunakan teknik kualitatif, dimana proses pengolahan data 
dilakukan secara deduktif, yakni di mulai dari dasar-dasar pengetahuan 
yang umum, kemudian meneliti hal-hal yang bersifat khusus sehingga 
dari proses analisis ini kemudian di tarik suatu kesimpulan.  
Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif yaitu dengan 
melakukan penjabaran atas data-data yang ada sebagai hasil dari 
penelitian. Dalam pendekatan normatif ini,  penelitian dilakukan 
terhadap norma-norma hukum yang memiliki permasalahan dengan 
yang akan diteliti. Pendekatan semacam ini dilakukan dengan meneliti 
realitas hukum yang dilakukan dari segi yuridis yang dapat menunjang 
aktifitas penulisan  ini.  
E. Sistematika Penulisan 
Bab 1 : Pendahuluan, menggunakan latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan, luaran yang diharapkan dan manfaat penulisan. 
Bab 2 : Tinjauan Pustaka, membahas mengenai pengertian dasar, dan 
materi-materi terkait dengan permasalahan yang berasal dari 
literatur. 
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Bab 3 : Metode penulisan, menguraikan lokasi penulisan, jenis dan 
sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, dan 
sistematika penulisan. 
Bab 4 : Pembahasan, berisi analisa yang permasalahan didasarkan pada 
data/atau informasi serta tinjaun pustaka untuk menghasilkan 
alternatif model pemecahan masalah atau gagasan. 
Bab 5 : Penutup, memaparkan simpulan yang diselaraskan dengan 
pembahasan dan kerangka pemikiran sebelumnya. Saran 
disampaikan berupa prediksi gagasan yang diperoleh dari hasil 
analisis penulis. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Kedudukan Ketetapan MPR RI Dalam Sistem Peraturan 
Perundang-Undangan Indonesia 
Berkaitan dengan kedudukan TAP MPR. Dalam hal ini TAP MPR 
mengandung norma-norma hukum yang pada hakekatnya sama dengan 
namun setingkat lebih rendah dari norma hukum UUD 1945. Karenanya 
dapat digolongkan sebagai aturan dasar Negara/aturan pokok negara  
(Staatsgrundgesetz). Sehingga, menurut Attamimi, menggolongkan UUD 
1945 dan TAP MPR ke dalam salah satu jenis peraturan perundang-
undangan adalah tidak benar, namun menempatkan keduanya di atas UU 
adalah benar. 
Terhadap kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan TAP 
MPR pada hakekatnya bukan merupakan asas hukum dalam arti het 
recthsbeginsel menurut Scholten yang menunjuk pada pertimbangan 
susila (het zedelijk oordeel).TAP MPR adalah norma hukum meski dalam 
bentuk aturan dasar atau aturan pokok Negara (grundgesetz), namun 
demikian TAP MPR memberikan pedoman dan bimbingan kepada 
kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan, namun 
mengandung sifat yang normative.43TAP MPR sampai saat ini pada 
                                                           
43
 Ibid,  
85 
umumnya mempunyai kaitan dengan pembentukan peraturan perundang-
undangan ialah secara materiil tidak secara formal.44 
Dan dimasukannya kembali  Tap MPR  sebagai salah satu jenis 
Peraturan perundang-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 
sesungguhnya bukanlah penambahan materi baru sebagaimana tertuang 
dalam penjelasan umum UU tersebut, melainkan memperbaiki kesalahan 
pembentuk UU dalam menyusun dan membentuk UU sebelumnya yang 
digantikan UU Nomor 12 tahun 2011. 
TAP MPR memberikan pedoman dan bimbingan kepada kegiatan 
pembentukan peraturan perundang-undangan secara materiil. 
Dimasukannya kembali Tap MPR  sebagai salah satu jenis Peraturan 
perundang-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 bukanlah 
penambahan materi baru tetapi memperbaiki kesalahan pada UU Nomor 
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
 Salah satu perubahan mendasar dalam UUD 1945 adalah 
perubahan dalam Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan, khususnya Pasal 
1 Ayat (2).Perubahan dalam Pasal 1 Ayat (2) telah mengubah struktur 
kekuasaan negara sebagai implementasi dari prinsip kedaulatan 
rakyat.Perubahan tersebut membawa konsekuensi perubahan struktur 
kelembagaan negara dan wewenang lembaga-lembaga negara. 
 Pasal 1 Ayat (2) sebelum perubahan menyatakan “Kedaulatan adalah 
di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan 
                                                           
44
 Ibid, hal; 362 
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Rakyat.”Ketentuan tersebut berubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan 
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan 
tersebut setidaknya membawa lima konsekuensi dasar. Pertama, 
penegasan bahwa prinsip demokrasi yang merupakan wujud kedaulatan 
rakyat dalam pelaksanaannya harus mengikuti prinsip negara hukum yang 
berpuncak pada supremasi konstitusi.Kedua, Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) tidak lagi memegang kekuasaan sebagai pelaksana 
sepenuhnya kedaulatan rakyat, sehingga dengan sendirinya tidak lagi 
menjadi lembaga tertinggi negara.Ketiga, kedaulatan rakyat dilaksanakan 
oleh organ-organ konstitusi sesuai dengan yang ditentukan oleh UUD, 
sehingga organ-organ itu tidak dapat lagi dibedakan secara hierarkis 
(setidaknya dapat dikatakan sederajat), tetapi dibedakan menurut fungsi 
dan wewenang yang diberikan oleh UUD 1945.Keempat, terjadi 
perubahan wewenang yang dimiliki oleh lembaga negara, khususnya 
MPR.Kelima, terjadi perubahan hubungan antara lembaga negara yang 
lebih mencerminkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi. 
 Sebelum Perubahan UUD 1945, MPR adalah pelaksana 
sepenuhnya kedaulatan rakyat sehingga lembaga-lembaga negara lain 
memperoleh mandat dari MPR. Untuk menjalankan kekuasaan tersebut, 
UUD 1945 sebelum perubahan memberikan wewenang kepada MPR 
untuk menetapkan UUD dan garis-garis besar dari pada haluan negara 
(Pasal 3 sebelum Perubahan).Untuk menjalankan wewenang tersebut 
produk hukum yang dihasilkan oleh MPR adalah UUD dan Ketetapan 
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MPR.45Lembaga-lembaga tinggi negara menjalankan mandat untuk 
melaksanakan ketetapan MPR dan mempertanggungjawabkan kepada 
MPR.46 
 Adanya perubahan implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam 
UUD 1945 mengakibatkan perubahan kedudukan dan wewenang 
MPR.Sejak semua lembaga negara mendapatkan kekuasaan dari UUD 
1945, maka MPR tidak lagi memiliki wewenang membentuk Ketetapan 
MPR.MPR lebih berfungsi sebagai lembaga konstituante (berwenang 
mengubah dan menetapkan UUD) dan berfungsi “semacam” joint session 
dari dua lembaga parlemen, yaitu DPR dan DPD.47Oleh karena itu 
Ketentuan Pasal 3 UUD 1945 berubah menjadi “Majelis Permusyawaratan 
Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar”. 
 Perubahan tersebut di atas telah ditindaklanjuti oleh MPR sendiri 
melalui Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap 
Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002. Konsideran 
menimbang huruf b dan huruf c Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 
                                                           
45
Di awal reformasi, Harun Alrasid pernah menyatakan bahwa Ketetapan MPR adalah barang 
haram karena tidak diamanatkan dalam konstitusi. Namun menurut ahli hukum lain, dasar 
keberadaan Ketetapan MPR adalah Pasal 3 UUD 1945 sebelum perubahan. Oleh karena itu yang 
dimaksud dengan garis-garis besar daripada haluan negara bukan hanya Ketetapan MPR 
mengenai GBHN, tetapi meliputi semua Ketetapan MPR. 
46
 Konstruksi hubungan antara MPR dan lembaga tinggi negara ini secara penuh diterapkan di 
awal masa reformasi pada tahun 1999 sampai 2002, di mana semua lembaga tinggi negara 
adalah mandataris MPR sehingga harus menjalankan ketetapan MPR dan melaporkan kepada 
MPR melalui Sidang Tahunan. Pada masa Orde Baru konstruksi mandataris MPR hanya dilekatkan 
kepada Presiden. 
47
Dikatakan sebagai “semacam joint session” karena kedudukan MPR dalam struktur parlemen 
Indonesia memiliki kekhasan, tidak dapat disebut sebagai joint session karena bukan sidang 
bersama dari dua lembaga (DPR dan DPD), melainkan anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan 
anggota DPD. 
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menunjukkan bahwa ketetapan ini lahir karena perubahan struktur 
kelembagaan negara dan perubahan kedudukan, fungsi, tugas, dan 
lembaga negara. 
 Tap MPR Nomor I/MPR/2003 menentukan 6 kategori status hukum 
Tap MPRS/MPR yang sudah ada, yaitu: 
1) Tap MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 
2) Tap MPR yang dinyatakan tetap berlaku; 
3) Tap MPR yang berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan 
hasil Pemilu 2004; 
4) Tap MPR yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya UU yang 
mengatur substansi yang sama; 
5) Tap MPR tentang Tata Tertib MPR RI yang masih berlaku sampai 
ditetapkannya Peraturan Tata tertib MPR yang baru; dan 
6) Tap MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut 
karena bersifat einmalig. 
 Berdasarkan kategori di atas, walaupun MPR tidak lagi berwenang 
membentuk Ketetapan namun masih terdapat kategori Tap MPR yang 
masih tetap berlaku dan tidak dapat dicabut atau diganti dengan undang-
undang, serta kategori Tap MPR yang dapat masih berlaku sepanjang 
belum diatur dalam UU. Ketetapan-Ketetapan MPR yang masih tetap 
berlaku dan tidak dapat dicabut atau diganti dengan undang-undang 
adalah: 
1. Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai 
Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di 
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Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis 
Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau 
Mengembangkan Faharn atau Ajaran Komunis/Marxisme-
Leninisme; dan  
2. Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam 
Rangka Demokrasi Ekonomi; 
 Sesungguhnya dalam Pasal 2 Tap MPR Nomor I/MPR/2003 
terdapat satu ketetapan lain yang dinyatakan masih berlaku, yaitu 
Ketetapan Majelis Permusyawararan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur. Namun 
disebutkan bahwa Tap itu masih tetap berlaku sarnpai dengan 
terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  Nomor V/MPR/1999. 
Dengan telah selesainya pemisahan Timor-Timur berdasarkan hasil jajak 
pendapat dan telah menjadi negara sendiri yang diakui Indonesia maka 
Ketetapan itu sudah selesai dilaksanakan. 
 Sedangkan Tap MPR yang dapat masih berlaku sepanjang belum 
diatur dalam UU, meliputi: 
1. Tap MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan 
Ampera; 
2. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara 
yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme. 
3. Tap Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi 
Daerah; Pengaturan Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya 
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Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat 
dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
4. Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata 
Urutan Peraturan Perundang-undangan. 
5. Tap MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan 
Kesatuan Nasional. 
6. Tap MPR Nomor VI/MPRI 2000 tentang Pemisahan Tentara 
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
7. Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional 
Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
8. Tap MPR Nomor VI/MPR/200I tentang Etika Kehidupan Berbangsa. 
9. Tap MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa 
Depan. 
10. Tap MPR Nomor VIII/MPR/200I tentang Rekomendasi Arah 
Kebijakan Pemberantasan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme. 
11. Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan 
Pengelolaan Sumber Daya Alam. 
Saat ini telah terdapat beberapa Undang-Undang yang mengatur 
substansi Tap di atas sehingga berdasarkan Pasal 4 Tap MPR Nomor 
I/MPR/2003 Tap terkait sudah tidak berlaku, walaupun dalam UU itu tidak 
mecabut Tap MPR terkait. Misalnya Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 
tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
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Undangan, substansinya telah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 
yang kemudian diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 2011. 
 
1. Kedudukan Ketetapan MPR Sebelum Undang-Undang  Nomor 12 
Tahun 2011 
 Sebelum UU Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan 
perundang-undangan diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Di dalam Pasal 7 ayat (1) 
UU Nomor 10 Tahun 2004 disebutkan jenis dan hierarki peraturan 
perundang-undangan di mana di dalamnya tidak termasuk Ketetapan 
MPR. Pertanyaan hukum yang muncul adalah apakah dengan demikian 
dalam sistem peraturan perundang-undangan berdasarkan UU tersebut 
tidak lagi dikenal produk hukum Ketetapan MPR dan dengan sendirinya 
Ketetapan MPR tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat? 
 Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentu tidak hanya melihat 
pada ketentuan Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004, tetapi juga melihat 
pada ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, terutama ketentuan 
peralihan.Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan “Segala 
peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama 
belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.Ketentuan 
ini menjadi dasar hukum bahwa semua peraturan perundang-undangan, 
bukan hanya ketetapan MPR, bahkan peraturan yang dibuat pada masa 
kolonial, masih memiliki kekuatan hukum sepanjang belum diadakan yang 
baru. 
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 Selanjutnya, ketentuan Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945 
menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan 
peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Per-
musyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Per-
musyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat tahun 2003”.Ketentuan ini merupakan dasar 
hukum lahirnya Tap MPR Nomor I/MPR/2003. 
 Dengan demikian, walaupun di dalam jenis dan hierarki tidak lagi 
menyebutkan Ketetapan MPR sebagai jenis peraturan perundang-
undangan, namun Ketetapan MPR masih tetap sah berlaku sebagai 
produk hukum nasional.Dasar hukumnya adalah ketetapan MPR Nomor 
I/MPR/2003. Dapat dipermasalahkan apa dasar hukum Tap MPR Nomor 
I/MPR/2003 padahal dalam UUD 1945 MPR sudah tidak memiliki 
wewenang membentuk Ketetapan MPR lagi? Dasar hukumnya adalah 
Pasal I Aturan Peralihan dan Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945. 
 Perubahan UUD 1945 memang tidak lagi memberikan wewenang 
kepada MPR untuk membentuk produk hukum ketetapan MPR, namun 
sama sekali tidak menyatakan bahwa Ketetapan MPR yang sudah ada 
tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Selain justifikasi normatif itu, 
keberlakuan suatu produk hukum yang tidak lagi dapat dibentuk juga ada 
dalam praktik, misalnya produk hukum Ordonansi yang dibentuk pada 
masa pemerintahan Hindia Belanda dan produk hukum Penetapan 
Presiden dan Undang-Undang Darurat yang banyak dibentuk pada masa 
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Orde Lama. Semua ketentuan itu masih berlaku dan memperoleh 
legitimasi terutama dari ketentuan peralihan di dalam UUD. 
 
2. Kedudukan Ketetapan MPR RI Dalam Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 Dan Permasalahannya 
 Kedudukan TAP MPR bila dipandang dari lembaga yang 
membuatnya, secara konstitusional MPR yang merupakan lembaga 
pembuat TAP MPR, bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara yang 
diatas lembaga lainnya, melainkan sudah setingkat dengan lemabaga 
DPR yang juga sebagai lembaga legislatif. Berdasarkan salah satu asas 
perundang-undangan bahwa UU yang dibuat oleh penguasa yang lebih 
tinggi akan mempnyai kedudukan lebih tinggi pula maka TAP MPR secara 
teoritis akan lebih cocok setara dengan UU, bukan setingkat di atas UU. 
Karena keanggotaan MPR terdiri dari DPR dan DPD yang merupakan 
representatif dari rakyat, karena dipilih langsung oleh rakyat. 
Problematika yang muncul adalah dimana TAP MPR yang 
masih berlaku merupakan produk MPR yang pada waktu itu merupakan 
lembaga tertinggi negara, secara otomatis produk hukum yang 
dikeluarkan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula dan juga 
mempunyai sifat regeling karena masih diberikan wewenang oleh 
konstitusi, apabila dibandingkan dengan Undang-undang yang dibuat oleh 
DPR bersama Presiden yang merupakan lembaga di bawah MPR. Tetapi 
akan berbeda  dengan TAP MPR yang ditetapkan oleh MPR yang 
dibentuk setelah amandemen UUD 1945, maka Ketetapannya adalah 
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setingkat dengan UU dan hanya berbentuk beshicking untuk administrasi 
internal MPR saja.( Jimly Assididdiqi, hlm 38, 2010 ). Tetapi kemudian 
setelah berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, TAP MPR 
kembali dimasukkan dalam hirarkhi perundang-undangan yang secara 
otomatis dapat menjadi rujukan dalam pembentukan Undang-undang atau 
kemudian dapat menjadi alat uji jika bertentang dengan TAP MPR. 
Demi tercapinya konsistensi tata urutan, maka secara normatif 
UU berada dibawah TAP MPR maka secara otomatis pula maka Undang-
undang harus sesuai dengan TAP MPR, jika tidak sesuai maka harus 
dilakukan pengujian , sayangnya mekanisme pengujian tidak diatur dalam 
UUD 1945, Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 maupun dalan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. 
Kalau dilihat secara substansial sebenarnya ada suatu celah untuk 
melakukan pengujian tersebut, yakni jika dilihat dari lembaga yang 
membuatnya.Berdasarkan pasal 3 ayat (1) UUD 1945, MPR mempunyai 
wewenang mengubah dan menetapkan UUD. Berdasarkan pasal tersebut, 
maka TAP MPR kalau dilihat dari lembaga yang membuatnya adalah  
peraturaan yang setingkat dengan UUD 1945. Namun karena mengubah 
dan menetapkan UUD 1945 merupakan fungsi utama , maka secara 
hirarkhis UUD 1945 mempunyai kedudukan lebih tinggi dari TAP MPR. 
Dilihat dari lembaga yang membuatnya, maka sebenarnya TAP MPR 
merupakan penjelasan kosepsional dari UUD 1945, tetapi apabila 
dicermati lebih dalam maka lebih banyak berisikan ketentuan operasional 
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dari UUD 1945, yang menjadi dasar dalam pembentukan UU atau 
peraturan yang berada dibawahnya. 
Tetapi pengujian UU terhadap TAP MPR oleh Mahkamah 
Konstitusi tidak dapat dilakukan karena Mahkamah Konstitusi merupakan 
lembaga untuk menguji UU terhadap UUD 1945. Karena TAP MPR dan 
UUD 1945 bisa dianggap setingkat karena dibuat oleh lembaga yang 
sama maka pengujiannya dilakukan oleh lembaga yang sama pula yaitu 
Mahkamah Konstitusi. Selain itu karena dibuat oleh lembaga yang sama, 
TAP MPR dan UUD 1945 adalah merupakan Aturan Dasar Negara ( Maria 
Indarti, hlm 42-44, 2007 ) yang membedakan keduanya adalah prosedur 
perubahannya. UUD 1945 lebih rumit kalau akan diadakan perubahan, 
sedangkan TAP MPR perubahannya tidak sulit. Dengan melihat 
permasalahan tersebut maka kedudukan TAP MPR dalam hirarkhi 
peraturan perunang-undangan sebenarnya menjadi masalah. 
Kepastian hukum akan menjadi sangat penting seandainya 
dalam perjalannan ketatanegaraan RI tedapat pengujian UU terhadap 
TAP MPR benar-benar harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, karena 
secara yuridis tidak ada aturan tertulis yang mengaturnya. Secara normatif 
kepastian ukum memang benar, kalau hal ini sampai terjadi maka akan 
terjadi kekosongan hukum, atau kekosongan norma. Maka kebijaksanaan 
dapat diambil agar tercipta keadilan. Pendapat ini sangat beralasan jika 
didasarkan pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang tidak lagi memakai kata 
rechstaat, berbeda dengan UUD 1945 sebelum amandemen yang dengan 
jelas mencantumkan kata ini , yang berarti prosedur hukum atau Undang-
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undang ( rechtstaat) dilaksanakan demi keadilan hukum( rule of law ). 
Berkaitan dengan hal tesebut  dapat dikatakan, bahwa ketentuan tertulis 
yang menghalangi keadilan dapat ditinggalkan48 karena dapat merupakan 
tatacara untuk mencapai keadilan.  
Dengan melihat fenomena tersebut seandainya ada yang 
keberatan atas keberadaan Undang-undang yang dianggap bertentangan 
dengan ketentuan TAP MPR tentuanya tidak dapat dilakukan pengujian 
dengan alasan mekanisme pengujiannya belum ada.Berarti negara 
dianggap menelantarkan rakyat yang ingin mencari keadilan yang didalam 
Undang-undang dimaksud tidak mendapatkan keadilan. Padahal kalau 
kita mau konsisten dengan apa sebenarnya tujuan dibentuknya undang-
undang adalah untuk mengatur masyarakat yang secara substansial 
pengaturan ini adalah bagaimana memberikan dan mendistribusikan 
keadilan tersebut bisa diterima oleh pihak-pihak dalam masyarakat ( 
Saifuddin. Hlm 47. 2009 ). Oleh karena itu bagaimana nantinya kalau 
terdapat Undang-undang yang tidak dapat diterima oleh oleh masyarakat 
atau pihak yang merasa haknya dilanggar, maka akan kemana melakukan 
pengujian, sedangkan UUD 1945, UU Nomor 12 tahun 2011 maupun 
Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tidak mengaturnya. Maka kondisi ini 
pastilah yang terjadi adalah kekosongan hukum dan kekaburan norma 
hukum yang secara otomatis akan menimbulkan masalah hukum 
dikemudian hari. 
                                                           
48Mahfud MD, hlm 52,2010 
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TAP MPR sebelum amandemen UUD NKRI 1945 merupakan 
aturan regeling, dimana kedudukannya berada diatas Undang-undang. 
Setelah amandemen UUD 1945 kedudukan TAP MPR tidak lagi menjadi 
aturan dasar dan UUD 1945 adalah merupakan aturan dasar tunggal, 
serta bersifat besickhing bagi administrasi internal MPR. 
Dilihat dari sisi lembaga pembuatnya,TAP MPR secara teoritis 
setingkat dengan UUD NKRI 1945karena dibuat oleh MPR yang 
membedakannya adalah dalam hal perubahannya kalau amandemen 
UUD 1945 sangat rumit sedangkan perubahanterhadap TAP MPR tidak 
begitu sulit dalam artian sama dengan merubah Undang-undang oleh 
karena itulah TAP MPR secara hirarkhi berada dibawah UUD NKRI 1945. 
 UU Nomor 12 Tahun 2011 dibentuk menggantikan UU Nomor 10 
Tahun 2004.Salah satu perubahan substansi adalah Penambahan 
Ketetapan MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan 
dan hierarkinya diletakkan di atas UU di bawah UUD 1945. Penjelasan 
Pasal 7 ayat (1) huruf B UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa 
yang dimaksud dengan Ketetapan MPR adalah Ketetapan MPRS dan 
Ketetapan MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003. Dengan demikian tidak semua 
ketetapan MPR yang pernah ada lalu menjadi berlaku berdasarkan UU ini, 
tetapi sebatas pada ketetapan MPR yang masih berlaku berdasarkan 
Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 sebagaimana 
telah diuraikan sebelumnya. 
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 Telah diuraikan bahwa walaupun di dalam UU Nomor 10 Tahun 
2004 Ketetapan MPR tidak masuk dalam jenis dan hierarki peraturan 
perundang-undangan, namun tetap memiliki kekuatan hukum mengikat 
berdasarkan Tap MPR Nomor I/MPR/2003 yang diakui berdasarkan 
Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan UUD 1945. Oleh karena itu, 
masuknya Ketetapan MPR dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-
undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 hanya merupakan 
penegasan semata.Tidak ada konsekuensi hukum yang lebih kuat lagi. 
 Sebaliknya, masuknya Ketetapan MPR dalam jenis dan hierarki 
peraturan perundang-undangan justru melahirkan persoalan hukum baru, 
yaitu pertentangan antara Ketentuan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 
I/MPR/2003 dengan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011. 
Ketentuan Pasal 4 Tap MPR Nomor I/MPR/2003 menyatakan bahwa 
beberapa Ketetapan MPR masih tetap berlaku sampai dengan 
terbentuknya UU. Di sisi lain, Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 
menempatkan Ketetapan MPR di atas UU yang dari sisi hirarki hukum 
mengandung konsekuensi bahwa produk hukum UU tidak boleh 
bertentangan dengan Ketetapan MPR, konsekuensinya produk hukum UU 
tidak dapat menyatakan ketentuan yang lebih tinggi tidak berlaku. 
Ketentuan ini tentu bertentangan dengan Pasal 4 Tap MPR Nomor 
I/MPR/2003 yang menyatakan bahwa terdapat ketetapan MPR yang akan 
menjadi tidak berlaku jika sudah diatur dalam UU. Namun jika 
menggunakan logika UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menempatkan 
Ketetapan MPR di atas UU, maka yang harus digunakan adalah 
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ketentuan Pasal 4 Tap MPR Nomor I/MPR/2003 di mana substansinya 
justru menegasikan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 itu sendiri. 
 Pertentangan ini juga membawa konsekuensi kepada persoalan 
kemungkinan pengujian Ketetapan MPR. Masuknya Ketetapan MPR 
sebagai jenis produk hukum di bawah UUD 1945 menimbulkan 
pertanyaan bagaimana jika terdapat  ketentuan dalam Ketetapan MPR 
yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, padahal MPR sudah tidak 
lagi memiliki wewenang untuk membentuk Tap MPR yang mencabut atau 
mengubahnya. MK tentu diragukan kewenangannya untuk menguji 
Ketetapan MPR karena Ketetapan MPR bukan Undang-Undang dan 
kedudukannya berada di atas UU.Pertanyaan ini sesungguhnya juga 
muncul pada saat Ketetapan MPR tidak masuk dalam hierarki peraturan 
perundang-undangan.Namun pertanyaan itu dapat dijawab dengan 
merujuk kepada Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003.MK memiliki 
wewenang menguji Tap MPR, khusus untuk Ketetapan MPR yang disebut 
di dalam Pasal 4 Tap MPR Nomor I/MPR/2003, karena ketentuan pasal itu 
telah menyamakan kedudukan Ketetapan MPR terkait dengan UU. 
Sedangkan terhadap Ketetapan MPR yang ditentukan dalam Pasal 2 Tap 
MPR Nomor I/MPR/2003, MK tidak memiliki wewenang menguji karena 
ketentuan Pasal 2 itu sendiri tidak memungkinkan adanya perubahan atau 
pencabutan dengan UU. Ketetapan-ketetapan MPR dalam Pasal 2 Tap 
MPR Nomor I/MPR/2003 dapat diposisikan sebagai bagian dari konstitusi 
secara luas. 
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B. Implikasi Yuridis Kedudukan TAP MPR RI Dalam Hierark 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
  Implikasi masuknya kembali TAP MPR dalam hierarkhi peraturan 
perundang-undangan maka secara otomatis TAP MPR yang masih 
berlaku dapat menjadi norma atau peraturan rujukan untuk membuat 
peraturan dibawahnya. Begitu pula sebaliknya seharusnya TAP MPR 
dapat menjadi alat uji untuk peraturan dibawahnya yang substansinya 
dianggap bertentangan dengan TAP MPR.Namun dalam Undang-undang 
Nomor 12 tahun 2011 tidak memberikan kewenangan kepada lembaga 
tertentu untuk menjadi lembaga pengujinya.Oleh karena itu disarankan 
untuk mengatasi problematika hukum terhadap kedudukan TAP MPR 
dikemudian hari segera dibentuk regulasi tentang kewenangan suatu 
lembaga untuk melakukan pengujian terhadap TAP MPR yang dianggap 
bertentangan dengan Undang-undang. 
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, pada tataran implementasi, membawa perubahan baik 
penghapusan maupun pembentukan Lembaga-Lembaga Negara. 
Kedudukan masing-masing Lembaga Negara bergantung kepada tugas 
dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun, dampak dari  perubahan itu 
sendiri yakni terhadap MPR sebagai Lembaga Negara Tertinggi Negara 
dengan pergeseran terutama nampak pada kedudukan, tugas dan 
wewenangnya. Kedudukan MPR setelah perubahan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak lagi menjadi sebuah 
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Lembaga Negara yang memegang dan melaksanakan sepenuhnya 
kedaulatan rakyat. Walaupun demikian, dalam hal pelaksanaan fungsi 
konstitusional  hanya MPR yang dapat merubah dan menetapkan 
peraturan perundang-undangan tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mempunyai tugas dan 
wewenang yaitu memilih dan melantik presiden dan /atau Wakil Presiden 
apabila berhalangan dalam masa jabatannya. 
Perubahan tersebut juga berimplikasi kepada status dari produk 
hukum yang di bentuk oleh MPR, yaitu berupa KETETAPAN MPR (TAP 
MPR). Berlakunya Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menghapuskan 
kewenangan MPR dalam membuat tata aturan yang umum-abstrak 
(regelling) berlaku keluar, lebih-lebih dengan adanya akibat hukum 
tersebut banyak pihak yang mempertanyakan bagaimana status dari TAP 
MPR yang telah terbit jauh sebelum dilakukannya Perubahan terhadap 
UUD 1945 tersebut. Hal ini tentunya berkaitan dengan aspek legalitas dan 
fungsi dari TAP MPR tersebut dalam sistem Peraturan  Perundang-
Undangan di Indonesia. 
Dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun setelah pemberlakuan Undang-
Undang No.10 Tahun 2004, tepatnya pada tanggal 12 Agustus 2011 
Presiden mengesahkan Undang-Undang  No.12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hanya saja dalam 
Undang-Undang ini, Pembentuk Undang-Undang  kembali menempatkan 
TAP MPR di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1945 dalam tata urutan sistem Peraturan Perundang-Undangan, 
setelah sebelumnya sempat hilang akibat berlakunya Undang-Undang 
No.10 Tahun 2004. Dengan demikian, kedudukan TAP MPR secara 
hukum kembali berada di atas Undang-Undang, sehingga secara legalitas 
harus di pandang sebagai arahan kebijakan bagi para pengambil 
kebijakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 
Diberlakukannya kembali TAP MPR ternyata juga menimbulkan 
berbagai polemik dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini berkaitan dengan 
sejauh mana sinkronisasi antara TAP MPR, UU No.12 Tahun 2011 serta 
fungsi dan kedudukan MPR pasca perubahan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Banyak timbul pertanyaan 
mengenai seberapa besar kekuatan hukum dari Ketetapan tersebut, 
karena kedudukan TAP MPR tersebut juga menimbulkan konsekuensi 
ketika dikemudian hari muncul ketidaksesuaian dengan kondisi 
masyarakat kedepannya. 
Undang-Undang merupakan produk hukum yang dilahirkan oleh 
proses politik, dengan begitu materi muatan suatu Undang-Undang ada 
kemungkinan akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 karena menampung segala muatan 
kepentingan politik. Mengacu pada hal tersebut, Pengujian secara materi 
terhadap Undang-Undang yang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar menurut Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kewenangan Mahkamah 
Konstitusi, sedangkan pengujian Peraturan PerUndang-Undangan 
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dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang merupakan 
kewenangan Mahkamah Agung. 
Secara kasat mata, keberlakuan Undang-Undang  No.12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak 
menimbulkan permasalahan, akan tetapi apabila kita cermati dalam materi 
muatannya secara seksama dapat terlihat adanya kekosongan norma 
hukum didalamnya, yakni dalam hal pengujian Peraturan PerUndang-
Undangan (Judicial Review). Untuk memperjelas alasan tersebut, dapat 
dilihat pada Pasal 9 Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan: 
1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 
2) Dalam hal suatu Peraturan PerUndang-Undangan dibawah 
Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, 
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). 
Merujuk pada ketentuan Pasal ini, tidak ditentukan apabila suatu Undang-
Undang bertentangan dengan KETETAPAN MPR/ TAP MPR, karena 
menurut Undang-Undang ini kedudukan Undang-Undang adalah dibawah 
TAP MPR. Untuk lebih jelasnya menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang 
No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
menyatakan “ Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri 
atas:  
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a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang; 
d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi;dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. 
Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 ayat 1 huruf bUndang-Undang ini, 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dimaksud adalah 
Ketetapan MPR Nomor I /MPR/2003 tentang “Peninjauan terhadap Materi 
dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 
Sampai Dengan Tahun 2002”. Berdasarkan pengelompokan terhadap 
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dari tahun 1960 sampai dengan 
tahun 2002 yang berjumlah 139 Ketetapan. Ketetapan yang masih berlaku 
dengan ketentuan, yaitu TAP MPRS No XXV/ MPRS/ 1966 tentang 
Pembubaran PKI, TAP MPR No XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi 
Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi dan TAP MPR RI No V/ MPR 1999 
tentang Penentuan Pendapat di Timor-Timur, dan 11 (sebelas) Ketetapan 
yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-
Undang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 14 (empat belas) ketetapan 
tersebut masih memiliki daya laku (validity) dan daya guna (efficacy). 
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1. Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang MPR RI Sebelum 
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 
Kedudukan, tugas dan wewenang MPR sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 
(sebelum perubahan), berdasakan ketentuan pasal 1 ayat (2), pasal 2 
ayat (1), pasal 3, pasal 6, pasal 37, dan penjelasan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Kedudukan: 
MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan merupakan 
Lembaga Tertinggi Negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya 
kedaulatan rakyat. 
Tugas dan wewenang MPR ialah : 
a. Menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan garis-garis besar dari pada haluan negara, serta 
mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoesia 
Tahun 1945; 
b. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara; 
c. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden; 
d. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh 
Lembaga Negara yang lain, termasuk penetapan garis-garis besar 
haluan negara; 
e. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap 
putusan-putusan Majelis; 
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f. Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden 
dan Wakil Presiden; 
g. Meminta pertanggungjawaban dari presiden mengenai 
pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan menilai 
pertanggungjawaban tersebut; 
h. Mencabut kekuasaan dan memberhentikan presiden dalam masa 
jabatannya apabila presiden sungguh-sungguh melanggar 
Undang-Undang Dasar dan/atau garis-garis besar haluan  negara; 
i. Menetapkan peraturan tata tertib majelis; 
j. Menetapkan pimpinan majelis yang di pilih dari dan oleh Anggota; 
k. Mengambil dan/atau memberi keputusan terhadap Anggota yang 
melanggar sumpah/janji Anggota. 
Kedudukan, tugas dan wewenang tersebut telah menjadikan MPR 
memiliki posisi yang sangat menentukan dan penting dalam 
dinamika ketatanegaraan. Kedudukan, tugas dan wewenang inilah 
yang memberikan otoritas kepada MPR untuk membentuk 
Ketetapan-Ketetapan MPR, yang sejak tahun 1960 s/d 2002 
berjumlah 139 Ketetapan49. 
 
2. Kedudukan, Tugas Dan Wewenang MPR RI Setelah Perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, MPR Memiiki kedudukan, tugas dan 
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wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2), pasal 2 ayat 
(1), pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), pasal 7B ayat (6), pasal 8 
dan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 
Kedudukan : 
MPR adalah Lembaga Permusyawaratan Rakyat yang berkedudukan 
sebagai Lembaga Negara.MPR memiliki tugas dan wewenang 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
Tugas dan Wewenang MPR:  
a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; 
b. Melantik Presiden dan Wakil Presiden; 
c. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa 
jabatannya menurut Undang-Undang Dasar; 
d. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden 
mangkat, berhenti, atau diberhentikan, atau tidak dapat 
melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya; 
e. Memilih dan melantik Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang 
diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil 
Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari; 
f. Memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden apabila 
keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya dari 
2 (dua) paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan 
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oleh Partai Politik atau gabungan partai politik yang paket calon 
Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama 
dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai habis masa 
jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. 
g. Menetapkan Peraturan Tata Tertib majelis dan Kode Etik Anggota 
Majelis; 
h. Memilih dan menetapkan Pimpinan Majelis; dan 
i. Membentuk alat kelengkapan Majelis50 
 
 
3. Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
 Pengertian Putusan Majelis 
 Putusan Majelis terdiri atas : Perubahan dan penetapan Undang-
Undang Dasar, Ketetapan dan Keputusan. 
Berdasarkan Keputusan MPR RI Nomor 7/ MPR /2004 tentang 
Peraturan Tata Tertib MPR RI sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan MPR RI Nomor 13/ MPR/ 2004 tentang Perubahan Tata Tertib 
MPR RI, jenis putusan majelis ada 3 (tiga), yaitu: 
1. Perubahan dan Penetapan Undang-Undang Dasar: 
 Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar adalah Putusan 
majelis: 
a) Mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia. 
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b) Tidak menggunakan nomor putusan Majelis. 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat: 
 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Putusan 
Majelis: 
a) Berisi hal-hal yang berisi penetapan (beschikking);  
b) Mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar 
Majelis, sebagaimana diatur dalam KETETAPAN MPR RI 
Nomor I/ MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan 
Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 
1960 sampai dengan Tahun 2002; 
c) Menggunakan nomor putusan Majelis. 
3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat:  
Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Putusan Majelis: 
a) Berisi aturan/ ketentuan intern Majelis; 
b) Mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis; 
c) Menggunakan nomor Majelis. 
Sebagaimana dijelaskan diatas, jenis putusan MPR yang harus 
dilakukan “peninjauan” adalah terutama mengenai materi dan 
status hukum Ketetapan MPR sebelum adanya perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Hal ini tidak berarti bahwa MPR tidak lagi membuat sebuah 
Ketetapan , karena dalam keadaan tertentu MPR dapat 
mengeluarkan Ketetapan yang bersifat penetapan (beschikking) 
yaitu: 
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a. Menetapkan Wakil Presiden menjadi Presiden apabila 
Presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan, atau tidak 
dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya; 
b. Memilih Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan 
wakil Presiden; 
c. Memilih Presiden dan wakil Presiden apabila Presiden dan 
Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak 
dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya 
secara bersama-sama51.  
4. Pengujian Undang-Undang Terhadap Ketetapan MPR RI 
 Seiring adanya Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, kedudukan MPR tidak lagi sebagai Lembaga 
Tertinggi Negara, karena MPR sudah bukan lagi sebagai Pemegang dan 
Pelaksana sepenuhnya Kedaulatan rakyat. Dengan demikian predikat 
sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia pun dengan sendirinya tak 
disandangnya lagi, karena kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan 
Undang-Undang Dasar. Kedudukan MPR setingkat dan sederajat dengan 
Lembaga Negara yang lain seperti  Presiden, DPR, MA, MK, dan KY 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Sebelum menginjak lebih jauh untuk melakukan kajian analisis 
terhadap pengujian Undang-Undang terhadap TAP MPR, bahwa 
diberlakukannya kembali TAP MPR dalam tata urutan sistem 
Peraturan PerUndang-Undangan Indonesia, ternyata juga 
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menimbulkan berbagai polemik dan perdebatan. Hal ini berkaitan 
dengan kedudukan MPR sebagai Lembaga Negara yang membentuk 
dan menetapkan TAP MPR itu sendiri. Untuk lebih jelasnya menurut 
Pasal 7 Ayat (1)Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan yang menyatakan “ 
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:  
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang; 
d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi;dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota 
Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 ayat 1 huruf bUndang-
Undang ini, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang 
dimaksud adalah Ketetapan MPR Nomor I /MPR/2003 tentang 
“Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan 
Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002”. 
Berdasarkan pengelompokan terhadap Ketetapan MPRS dan 
Ketetapan MPR dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 yang 
berjumlah 139 Ketetapan. Ketetapan yang masih berlaku dengan 
ketentuan, yaitu TAP MPRS No XXV/ MPRS/ 1966 tentang 
Pembubaran PKI, TAP MPR No XVI/MPR/1998 tentang Politik 
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Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi dan TAP MPR RI No V/ 
MPR 1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor-Timur, dan 11 
(sebelas) Ketetapan yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 
terbentuknya Undang-Undang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 14 
(empat belas) ketetapan tersebut masih memiliki daya laku (validity) 
dan daya guna (efficacy). Adapun dasar hukum pembentukan 
Ketetapan MPR ini adalah amanat Pasal I Aturan Tambahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk 
melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan sidang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat tahun 2003”. Dengan mengacu pada 
amanat Pasal I Aturan Tambahan ini, dapat diketahui bahwa Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
memerintahkan bahwa peninjauan terhadap materi dan status hukum 
Ketetapan MPRS dan MPR merupakan Ketetapan MPR terakhir yang 
bersifat mengikat keluar, karena setelah Pasca Perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR hanya 
memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan PerUndang-
Undangan (regelling) yang bersifat mengikat kedalam (internal MPR 
saja) dan sudah tidak memiliki kewenangan hukum untuk menetapkan 
aturan (regelling) yang bersifat mengikat keluar. Hal ini berdasarkan 
menurut ketentuan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang  No 12 tahun 2011 
113 
tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan yang 
menyatakan:”Jenis Peraturan PerUndang-Undangan selain 
sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang 
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah..............................”. Dan kemudian 
pada ayat (2) menyatakan  ”Peraturan PerUndang-Undangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui kebaradaannya dan 
mempunyai kekuatan Hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh 
peraturan PerUndang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk 
berdasarkan kewenangan”. 
Senada dengan hal tersebut, Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan 
HAM waktu itu, memberikan keterangan sebagai berikut “Pencatuman 
kembali TAP MPR dalam hierarki Peraturan PerUndang-Undangan 
merupakan konsekuensi hukum dari masih adanya beberapa 
Ketetapan MPR yang masih berlaku hingga saat ini, sehingga kalau 
TAP MPR  tidak dimasukkan, nanti TAP MPR yang masih ada jadi 
bermasalah. Meskipun tercantum dalam hierarki Peraturan 
PerUndang-Undangan, bukan berarti MPR setelah Undang-Undang ini 
disahkan dapat mengeluarkan Ketetapan yang sifatnya mengatur 
keluar.Hal tersebut karena secara konstitusional MPR tidak lagi 
memiliki kewenangan untuk membuat instrumen hukum yang bersifat 
mengatur keluar”.52 Perlu diketahui bahwa Perubahan Keempat 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah 
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menegaskan bahwa Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan, yaitu pada tanggal 10 Agustus 200253, sedangkan MPR 
ketika menetapkan Ketetapan MPR Nomor I /MPR/2003 tentang 
“Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan 
Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002” 
ditetapkan oleh MPR pada persidangan tanggal7 Agustus 2003. 
Dengan demikian, Penulis berpendapat bahwa kedudukan MPR 
sebagai Lembaga Negara pada saat menetapkanKetetapan MPR 
Nomor I /MPR/2003adalah bukan merupakan Lembaga Tertinggi 
Negara lagi (Pemegang dan Pelaksana sepenuhnya Kedaulatan 
Rakyat), melainkan kedudukannya adalah setingkat dan sederajat 
dengan DPR sebagai Lembaga Negara yang menjalankan fungsi 
legislasi. Berpedoman pada azas hukum Lex superiori derogat legi 
inferiori (Peraturan PerUndang-Undangan yang kedudukannya lebih 
tinggi, memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi terhadap Peraturan 
PerUndang-Undangan yang lebih rendah), maka secara ratio legis 
kekuatan hukumKetetapan MPR Nomor I /MPR/2003 dan Undang-
Undang adalah setingkat dan sederajat, karena kedudukan MPR dan 
DPR sebagai Lembaga Negara yang memiliki kewenangan 
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 adalah setingkat dan sederajat pula. Maka dari itu 
pencantuman kembali TAP MPR dalam hierarki Peraturan 
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PerUndang-Undangan diatas Undang-UndangmenurutPasal 7 Ayat 
(1)Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan PerUndang-Undangan adalah suatukekeliruan, seharusnya 
Undang-Undang ini meletakkan kedudukan TAP MPR setingkat dan 
sederajat dengan Undang-Undang. Dengan demikian, apabila dalam 
perkembangannya di kemudian hari ditemui adanya Undang-Undang 
yang diberlakukan sebagai tindak lanjut dari TAP MPR yang diduga 
telah bertentangan dengan TAP MPR, maka Penulis berpendapat 
bahwa Pengujian Undang-Undang terhadap TAP MPR yang demikian 
ini tetap tidak dapat dilakukan, oleh karena Pengujian (Toetsingrecht/ 
Judicial Review) hanya dapat dimungkinkan apabila, meskipun 
Undang-Undang tersebut merupakan tindak lanjut dari TAP MPR 
diduga telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
5. Pengujian Ketetapan MPR Terhadap Undang-Undang Dasar 
 Merujuk pada permasalahan yang lain, apabila TAP MPR tersebut 
ketika di kemudian hari muncul ketidaksesuaian dengan kondisi 
masyarakat kedepannya, maka dalam hal ini Penulis berkeyakinan bahwa 
TAP MPR tersebut tetap tidak dapat dilakukan Pengujian terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
danhanya dapat dicabut oleh MPR itu sendiri. Hal ini didasarkan pada 
ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Mahkamah Agung berwenang 
mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan PerUndang-Undangan 
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dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai 
wewenang lain yang diberikan oleh Undang-Undang” serta Pasal 24C 
ayat (1) yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili 
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 
menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus 
sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan 
oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan 
memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.Ketentuan tersebut 
juga diimplementasikan pada Pasal 9 Undang-Undang  No 12 tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan  yang 
menyatakan: 
1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 
2) Dalam hal suatu Peraturan PerUndang-Undangan dibawah 
Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, 
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).  
Apabila TAP MPR tersebut dianggap sudah tidak sesuai/ tidak 
layak lagi dengan kondisi masyarakat kedepannya, tentunya 
mekanisme Pencabutan TAP MPR tersebut, harus terlebih dahulu 
dilakukan dengan melakukan Perubahan terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu yang menurut 
hemat Penulis adalah dengan cara menambahkan klausul pada 
Aturan Tambahan yang pada prinsipnya adalah memberikan 
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kewenangan kepada MPR untuk mencabut TAP MPR dimaksud, hal 
mana sesuai dan selaras dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan 
“Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai wewenang mengubah 
dan menetapkan Undang-Undang Dasar”. Seandainya rakyat 
menghendaki bahwa TAP MPR tersebut haruslah dapat dilakukan 
Pengujian, maka Lembaga Negara yang berwenang untuk menguji 
TAP MPR tersebut terhadap Undang-Undang Dasar adalah 
Mahkamah Konstitusi, karena pada dasarnya menurut Penulis 
kedudukan TAP MPR tersebut dengan Undang-Undang adalah 
setingkat dan sederajat. Hanya saja Pengujian tidak serta merta dapat 
dilakukan, melainkan harus terlebih dahulu melakukan Perubahan 
terhadap Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 serta melakukan Perubahan terhadap Pasal 7 
ayat 1 dan Pasal 9 Undang-Undang  No 12 tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan dengan mengubah 
kedudukan TAP MPR setingkat dan sederajat dengan Undang-
Undang serta menambahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi juga 
termasuk untuk melakukan pengujian TAP MPR terhadap Undang-
Undang Dasar. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
HASIL PENELITIAN RUMUSAN MASALAH I dan II 
A. Kedudukan TAP MPR RI dalam Hierarki Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan 
Permasalahan mengenai kedudukan TAP MPR sebagai sumber 
hukum, berkaitan erat dengan adanya perubahan kelembagaan MPR 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 
amandemen ketiga menempatkan MPR tidak lagi sebagai pemegang 
kedaulatan rakyat.MPR tidak lagi mempunyai kewenangan menentukan 
garis-garis besar haluan Negara.MPR bukan lagi sebagai lembaga 
tertinggi Negara.Kedaulatan rakyat dikembalikan lagi kepada rakyat 
berdasarkan UUD.Untuk itulah sebagai konsekuensinya, MPR hanya 
berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik atau 
memberhentikan Presiden dan/atau wakil presiden.Sebagai lembaga 
Negara, yang terdiri dari wakil rakyat, berdasar Pasal 2 UUD 1945 MPR 
terdiri dari DPR dan DPD. Pasal 1 ayat (2) jo Pasal 2 jo Pasal 3 UUD 1945 
dalam amandemen UUD 1945 ketiga tahun 2001 sebagai dasar 
perubahan kedudukan MPR dalam sistim ketatanegraan Indonesia. 
Sumber hukum adalah tempat dimana dapat ditemukan 
hukum.Terdiri dari sumber hukum dalam arti materiil dan 
formil.Dimanakah kedudukan TAP MPR dalam sumber hukum 
Indonesia?Berdasar ketentuan Lampiran II Ketetapan MPRS-RI No. 
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XX/MPRS/1966 jo. Pasal 2 Ketetapan MPR-RI Nomor III/MPR/2000  jo.  
Pasal 4 ayat (4) Ketetapan MPR-RI Nomor I/MPR/2003, maka TAP MPR 
sebagai sumber hukum formil.Menjadi bagian dari peraturan perundang-
undangan.Dengan tegas dinyatakan bahwa kedudukannya dalam tata 
urutan perundang-undangan berada di atas Undang-Undang.Kedudukan 
MPR berada di atas kedudukan Presiden dan DPR sebagai pembentuk 
Undang-Undang. Pada masa ini,  kedudukan TAP MPR berada di atas 
kedudukan Undang-Undang. TAP MPR dapat menjadi landasan pengujian 
suatu undang-undang.Hal ini sesuai dengan asas hukum lex superior 
derogat legi inferiori (suatu hukum yang lebih tinggi mengesampingkan 
yang lebih rendah). 
Terjadi perubahan sejak ditetapkannya UU No. 10 Tahun 
2004.Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004, 
TAP MPR tidak lagi menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan. 
Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 3 UUD 1945 amandemen ketiga, yang 
tidak lagi menetapkan GBHN sebagai kewenangan MPR.  
MPR adalah sebagai lembaga Negara (tidak lagi tertinggi) yang 
hanya mempunyai kewenangan tertentu.Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 
1945 membawa dampak perubahan sistim kedaulatan.Semula sistim 
kedaulatan di tangan MPR beralih menjadi sistim kedaulatan di tangan 
rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945.Perubahan ini membawa 
akibat pada perubahan fungsi MPR.Fungsi MPR lebih mengarah pada 
suatu forum gabungan (joint sesion) antara DPR dan DPD, bukan sebagai 
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lembaga.54MPR bukan lembaga Negara tertinggi.Amandemen UUD 1945 
menghasilkan lembaga Negara dalam hubungan fungsional yang 
horizontal, bukan dalam hubungan struktural vertikal.55 
Perubahan terhadap Pasal 3 UUD 1945, membawa akibat pada 
adanya perubahan fundamental dalam sistim ketatanegaraan, yaitu dari 
sistim vertikal herarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi horizontal 
fungsional dengan prinsip checks and balances (prinsip saling 
mengimbangi dan saling mengawasi antar lembaga negara).56 
Berdasar kewenangan yang diberikan oleh Pasal 3 UUD 1945, 
maka produk hukum MPR adalah beschikking.Ada tiga bentuk penuangan 
keputusan norma hukum, yaitu keputusan yang bersifat mengatur 
(regeling) menghasilkan produk peraturan (regels), keputusan hukum 
yang bersifat menentukan atau menetapkan sesuatu secara administrasi 
menghasilkan keputusan administrasi Negara (beschikkings), keputusan 
yang bersifat menghakimi sebagai hasil dari proses peradilan 
(adjudication) menghasilkan putusan (vonnis).57 
Beschikking atau keputusan/ ketetapan mempunyai unsur: 
pernyataan kehendak sepihak, dikeluarkan oleh organ pemerintahan, 
didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat public, ditujukan untuk 
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hal khusus atau peristiwa konkrit dan individual, dengan maksud untuk 
menimbulkan akibat hukum di bidang administrasi.58 Ditinjau dari dampak 
suatu keputusan terhadap orang, dibedakan dalam: 
- Keputusan dalam rangka ketentuan larangan dan/atau perintah 
(gebod); 
- Keputusan yang menyediakan sejumlah uang; 
- Keputusan yang membebankan suatu kewajiban keuangan; 
- Keputusan yang memberikan suatu kedudukan, dan 
- Keputusan penyitaan.59 
TAP MPR harus dalam bentuk beschikking.Tap MPR bukan 
peraturan perundang-undangan, tetapi sebagai sumber hukum 
materiil.60Tidak boleh lagi diagendakan diluar ketiga kewenangan, MPR 
tidak boleh lagi melihat Tap yang terdahulu.61Melihat dari segi sejarah, 
dibentuknya MPR oleh BPUPKI-PPKI adalah mencontoh sistim 
ketatanegaraan pada masa pemerintahan Belanda.Meskipun demikian 
keberadaan MPR tetap diperlukan untuk mempertahankan sistim 
presidensial.62 
Kedudukan TAP MPR berdasarkan  Pasal 7 UU No. 12 Tahun 
2011, menimbulkan suatu problema hukum. Perumusan kembali TAP 
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MPR sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, terlebih 
menempati posisi di bawah UUD 1945 dan di atas undang-undang, lebih 
bernuansa politis daripada sudut teori hukum. Penempatan suatu aturan 
hukum berdasar herarkinya dapat diinterpretasikan bahwa aturan yang 
lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang  lebih tinggi. 
Posisi  suatu aturan dalam herarki peraturan perundang-undangan 
menunjukkan tempat dalam hubungan vertikal. Hal ini sulit dipahami 
karena sejak amandemen ketiga UUD 1945, antar lembaga Negara tidak 
dikonsepkan sebagai hubungan vertikal, tetapi dalam hubungan 
horizontal.Mengapa TAP MPR diletakkan di atas undang-undang? 
Peletakan TAP MPR di atas undang-undang dalam rumusan Pasal 
7 UU No. 12 Tahun 2011, dilandasi pada pemikiran bahwa  kenyataannya 
berdasar TAP MPR 1/2003 terdapat 3 TAP MPR yang masih berlaku dan 
11 TAP MPR yang tetap berlaku , tetapi tidak sebagai sumber hukum 
berdasar Pasal 7 UU 10 Tahun 2004. TAP MPR 1/2003  menjadi muspro, 
tidak mempunyai konsekuensi hukum dan politik apabila terjadi 
pelanggaran. TAP MPR menjadi macan ompong dan dokumen kearifan 
saja.MK harus memperbaharui peraturan MK yang mengakomodasi TAP 
MPR, karena TAP MPR termasuk bagian integral dari hukum dasar yang 
posisinya di atas undang-undang.MK harus juga menguji UU terhadap 
TAP MPR.63 
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B. Implikasi Yuridis Kedudukan TAP MPR RI Dalam Hierarki 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
 Setelah kita dapat melihat penjelasan mengenai kedudukan TAP 
MPR seperti apa yang penulis paparkan diatas, maka melihat dari 
kedudukannya tentu menimbulkan implikasi yuridis. Dari penelitian yang 
penulis lakukan dengan mewawancarai staff ahli ketua MK yaitu Bapak 
Fajar, beliau berpendapat bahwa ketika TAP MPR itu dimasukkan kembali 
dalam hierarki peraturan perundang-undangan maka tentu akan terdapat 
Meskipun pada prakteknya kita dapat melihat jarang sekali bahkan tidak 
ada undang-undang yang dalam konsiderannya merujuk kepada TAP 
MPR. Seharusnya ketika TAP MPR ini sudah masuk menjadi salah satu 
jenis peraturan perundang-undangan, maka konsekuensinya adalah harus 
dirujuk ketika membuat suatu undang-undang atau peraturan perundang-
undangan yang berada dibawah undang-undang dasar. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Kedudukan TAP MPR bila dipandang dari lembaga yang 
membuatnya, secara konstitusional MPR yang merupakan lembaga 
pembuat TAP MPR, bukan lagi merupakan lembaga tertinggi 
negara yang diatas lembaga lainnya, melainkan sudah setingkat 
dengan lemabaga DPR yang juga sebagai lembaga legislatif. 
Berdasarkan salah satu asas perundang-undangan bahwa UU 
yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi akan mempnyai 
kedudukan lebih tinggi maka TAP MPR secara teoritis akan lebih 
cocok setara dengan UU, bukan setingkat di atas UU. Karena 
keanggotaan MPR terdiri dari DPR dan DPD yang merupakan 
representatif dari rakyat, karena dipilih langsung oleh rakyat. 
Problematika yang muncul adalah dimana TAP MPR yang masih 
berlaku merupakan produk MPR yang pada waktu itu merupakan 
lembaga tertinggi negara, secara otomatis produk hukum yang 
dikeluarkan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula dan juga 
mempunyai sifat regeling karena masih diberikan wewenang oleh 
konstitusi, apabila dibandingkan dengan Undang-undang yang 
dibuat oleh DPR bersama Presiden yang merupakan lembaga di 
bawah MPR. Tetapi akan berbeda  dengan TAP MPR yang 
ditetapkan oleh MPR yang dibentuk setelah amandemen UUD 
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1945, maka Ketetapannya adalah setingkat dengan UU dan hanya 
berbentuk beshicking untuk administrasi internal MPR saja. Tetapi 
kemudian setelah berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 
2011, TAP MPR kembali dimasukkan dalam hirarkhi perundang-
undangan yang secara otomatis dapat menjadi rujukan dalam 
pembentukan Undang-undang atau kemudian dapat menjadi alat 
uji jika bertentangan dengan TAP MPR. 
2. Kedudukan MPR setelah perubahan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak lagi menjadi sebuah 
Lembaga Negara yang memegang dan melaksanakan sepenuhnya 
kedaulatan rakyat. Walaupun demikian, dalam hal pelaksanaan 
fungsi konstitusional  hanya MPR yang dapat merubah dan 
menetapkan peraturan perundang-undangan tertinggi yaitu 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
dan mempunyai tugas dan wewenang yaitu memilih dan melantik 
presiden dan /atau Wakil Presiden apabila berhalangan dalam 
masa jabatannya. 
Perubahan tersebut juga berimplikasi kepada status dari produk 
hukum yang di bentuk oleh MPR, yaitu berupa KETETAPAN MPR (TAP 
MPR). Berlakunya Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menghapuskan 
kewenangan MPR dalam membuat tata aturan yang umum-abstrak 
(regelling) berlaku keluar, lebih-lebih dengan adanya akibat hukum 
tersebut banyak pihak yang mempertanyakan bagaimana status dari TAP 
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MPR yang telah terbit jauh sebelum dilakukannya Perubahan terhadap 
UUD 1945 tersebut. Hal ini tentunya berkaitan dengan aspek legalitas dan 
fungsi dari TAP MPR tersebut dalam sistem Peraturan  Perundang-
Undangan di Indonesia. 
 
B. Saran 
1. Seyogyanya TAP MPR yang masih berlaku sekarang ini di dorong 
ke Program Legislasi Nasional (PROGLENAS) untuk dijadikan atau 
ditransformasikan kedalam undang-undang agar supaya tidak lagi 
menimbulkan multitafsir oleh berbagai pihak.  
2. Harus ada lembaga yang berwenang untuk menguji ketetapan MPR 
RI jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 hal ini untuk menghindari agar 
tidak terjadi kekosongan hukum  dan menjamin keadilan substansif. 
Maka Penulis merokemendasikan Mahkamah Konstitusi yang 
mengambil peran ini, karena Penulis melihat kapasitas Mahkamah 
Konstitusi sebagai pengawal demokrasi dan penegak konstitusi. 
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